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PUTUSAN 
Nomor : 792/Pdt.G/2009/PA.JP 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

 Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara 

pembatalan  Putusan Badan Arbritrase Syariah Nasional  ( BASYARNAS )  

Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak  antara : 

 

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas ( PT ) yang berkedudukan 

di  Gedung Bank Syariah Mandiri Jalan MH. Thamrin No. 5 

Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Iyan 

Risyadi Riksan, SH. Heri Bertus S. Hartojo, SH., MH. dan 

Muhammad Bastian, SH., para advokat yang tergabung pada 

DIAS dan Associates Low Office yang berkantor di Citylofs 

Sudirman Tower lanntai 7 unit 729, Jl. KH. Mas Mansyur No. 

121, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON" ;- 

 

Melawan  

 

I. MAJELIS ARBITER BASYARNAS, yang memeriksa dan memutus perkara 

Nomor: 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak atas nama Prof. 

H. Bismar Siregar, SH., Hj. Fatimah Achyar , SH. Dan Prof. Dr. 

Sutan Remi Sjahdeini, SH. Yang berkedudukan dan berkantor 

di Gedung MUI, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, 

Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir 

Ismail , SH. LL.M, Dr. S. F. Merbun, SH., MH., M. Rudjito, SH., 

MH., Dasril Effendi, SH., MH., Syahrial Zainuddin, SH., 

Masayun Donny Kertopati, SH. dan Ilham Nur Akbar, SH. para 

advokat dan konsultan Hukum pada Maqdir Ismail dan 

Partners Law Firm, yang beralamat di Jl. Bandung No. 4, 

Menteng, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai 

“TERMOHON I”; 
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II. PT. ATRIUMASTA SAKTI, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang 

berkedudukan dan berkantor di Taman Gandaria Velley Estate 

blok A I., RT 012 RW. 005, kelurahan Kebayoran Lama Jakarta 

Selatan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Iran Syahril 

Siregaer, SH., MH., Hendra K. Siregar, SH., Rendy Tanamo, 

SH. dan Azis Yanuar, SH., MH. para advokat yang tergabung 

pada Firma Hukum H.I Siregar dan Rekan yang beralamat di 

Gedung Setia Budi Atrium Lantai 2 Ruang 209, Jl. HR. Rasuna 

Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut 

sebagai “TERMOHON II”; 

 

Pengadilan Agama Tersebut ;- 

Telah mendengar keterangan para pihak ;-    

Telah meneliti berkas perkara ;- 

Telah meneliti alat bukti ;- 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 

 Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 

Nopember 2009 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Jakrta Pusat dengan Register pendaftaran Nomor 

792/Pdt.G/2009/PA.JP. mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut: 

 

I. MENGENAI AMAR PUTUSAN BASYARNAS 
 

1. Bahwa Majelis Arbiter BASYARNAS pada tanggal 16 September 2009 telah 

membacakan Putusan Perkara No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

antara TERMOHON II (semula Pemohon Arbitrase) dengan PEMOHON 

(semula Termohon Arbitrase) (Bukti P – 1), serta telah mendaftarkan 

Putusan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

sebagaimana ternyata dalam Akte Pendaftaran No.01/BASYARNAS/ 

2009/PAJP tertanggal 12 Oktober 2009 (Bukti P – 2).  

  

2. Bahwa adapun Amar Putusan BASYARNAS yang dimohonkan 

pembatalannya oleh PEMOHON selengkapnya adalah sebagai berikut : 
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DALAM EKSEPSI : 

 

-Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima. 

 

DALAM POKOK PERKARA 

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

- Menyatakan Termohon melakukan cidera janji; 

- Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Murabahah No.53 

tanggal 23 Februari yang dibuat oleh dan dihadapan Efran Yuniarto, 

S.H., Notaris di Jakarta; 

- Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon dana 

sebesar Rp.878.791.366,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh 

ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) yang 

terdiri atas : 

a. Pembayaran biaya provisi Bank sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus 

lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai 

fasilitas pembiayaan yang berjumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh 

lima miliar Rupiah) karena Akad Murabahah No.53 dinyatakan batal 

demi hukum; 

b. Pembayaran uang asuransi proyek (PT. Asuransi Dayin Mitra) 

sebesar Rp.45.027.000,- (empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu 

Rupiah); 

c. Pembayaran uang muka iuran Jamsostek sejumlah Rp.5.962.700,- 

(lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah); 

d. Pembayaran uang retribusi kepada Dinas Penataan dan 

Pengawasan Bangunan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar 

Rp.298.135.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga 

puluh lima ribu Rupiah); 

e. Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp.179.666.666,- 

(seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu 

enam ratus enam puluh enam Rupiah). 

 -Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya-

biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-bukti 
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pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai 

kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti-bukti tersebut maupun 

mengenai besarnya biaya; 

- Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan 

verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon 

adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan 

Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis 

dibacakan. 

- Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai 

kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan Kantor 

Akuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh 

laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu atau dari Pemohon 

atau dari Termohon. 

- Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk oleh 

Pemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis ditanggung 

oleh Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar 50% (lima puluh 

persen). 

- Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan. 

- Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom). 

- Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) 

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga 

karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apapun. 

- Menolak tuntutan Pemohon selebihnya. 

- Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan. 

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon 

dan Termohon masing-masing sebesar ½ bagian dari biaya perkara ini. 

- Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara 

berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan 

dibatalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan 

keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi tertunda 
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apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat mengajukan 

pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank 

Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan menurunkan tingkat 

kesehatan PT. BANK SYARIAH MANDIRI dan Bank Indonesia wajib  

berdasarkan kekuatan hukum putusan ini memenuhi permohonan 

Pemohon yang demikian itu. 

- Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang selaku Kuasa Arbiter untuk 

mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana 

ditetapkan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.08 

Tanggal 10 Oktober 2008. 

 

II. MENGENAI DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN 
BASYARNAS KE PENGADILAN AGAMA. 

 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Penjelasan Umum Bab VII 

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) jo Undang-Undang No.7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  jo Surat Edaran Mahkamah Agung 

No.8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah, 

diberikan hak oleh undang-undang kepada salah satu pihak dalam perkara 

arbitrase untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan 

Agama dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 70 

dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII 

UU Arbitrase. 

 

III. PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN 
OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA. 

 

4. Bahwa selama persidangan arbitrase terungkap fakta-fakta hukum yang 

sangat material akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis 

Arbiter (TERMOHON I) sehingga memberikan keyakinan kepada 

PEMOHON bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II telah memenuhi 
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unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 70 serta dengan tidak mengurangi 

ketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII UU Arbitrase. 

 

5. Bahwa salah satu butir amar Putusan BASYARNAS adalah bahwa 

PEMOHON semula Termohon Arbitrase melakukan cidera janji. Putusan 

Majelis Arbiter tersebut didasarkan pada dalil TERMOHON II semula 

Pemohon Arbitrase dalam Permohonan Arbitrase-nya yang menyatakan 

bahwa PEMOHON semula Termohon Arbitrase cidera janji karena telah 

tidak melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas 

pembiayaan Murabahah. Dalil TERMOHON II semula Pemohon Arbitrase 

tersebut  

 

diterima secara bulat oleh Majelis Arbiter (TERMOHON I) dengan 

mengesampingkan fakta hukum bahwa yang cidera janji terlebih dahulu 

sesuai Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.53 tanggal 23 Februari 

2005 yang dibuat dihadapan EFRAN YUNIARTO, SH, Notaris di Jakarta 

(Bukti P – 3), adalah TERMOHON II semula Pemohon Arbitrase (exceptio 

et adiplenti contractus).   

 

Cidera janji TERMOHON II semula Pemohon Arbitrase  yang 

mengakibatkan PEMOHON semula Termohon Arbitrase untuk tidak 

mencairkan tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas pembiayaan 

Murabahah adalah sebagai berikut : 

 

(a) TERMOHON II telah tidak menunjukkan asli dan memberikan 
fotocopy dokumen/perijinan mendirikan bangunan (in casu, PIMB 

dan IMB) seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) 

Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.53 tanggal 23 Februari 2005 

yang dibuat dihadapan EFRAN YUNIARTO, SH, Notaris di Jakarta, 

dan kemudian dipertegas TERMOHON II dalam Surat Pernyataan 

tertanggal 2 Maret 2005 (Bukti P – 4). 

 

(b) TERMOHON II telah tidak membayar biaya Notaris sesuai 

ketentuan Syarat-Syarat Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 

ayat (4) Akad Al-Murabahah No.53; 
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(c) TERMOHON II telah tidak menyerahkan self financing sesuai 

ketentuan ketentuan Syarat-Syarat Pembiayaan sebagaimana 

dimaksud Pasal 3 ayat (23) Akad Al-Murabahah No.53. 

 

Terkait dengan persyaratan dalam Akad Murabahah bahwa TERMOHON II 

harus menyerahkan IMB sebelum PEMOHON melakukan pencairan 

pembiayaan tahap kedua dan seterusnya, Majelis Arbiter telah 

mengesampingkan fakta hukum bahwa TERMOHON II telah 

memperlihatkan kepada PEMOHON dokumen Kontrak Jasa Pengurusan 

IMB antara TERMOHON II dengan H. Jayadi Kusumah, SH tanggal 6 

Desember 2004 (Bukti P – 5) serta bukti-bukti Kuitansi pembayaran per 

tanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp.3.212.500.000 (tiga miliar dua ratus dua 

belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah dibayar oleh TERMOHON II 

kepada H. Jayadi Kusumah, SH (Bukti P – 6) sebagai biaya pengurusan 

pembuatan IMB dan perizinan pembangunan lannya untuk proyek Ruko 

Soho Carbella Square.  

 

Bahwa Majelis Arbiter (TERMOHON I) telah tidak secara sungguh-sungguh 

untuk membuktikan kebenaran bukti-bukti kuitansi yang diajukan 

PEMOHON dalam persidangan dengan memanggil H Jayadi Kusuma, SH 

untuk dikonfirmasi mengenai kebenaran isi bukti kuitansi, padahal 

PEMOHON telah memintanya melalui Sekretaris BASYARNAS sesuai 

prosedur persidangan. Adalah sangat tidak logis dan sama sekali tidak 

dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter bahwa permintaan PEMOHON kepada 

TERMOHON II untuk menyerahkan IMB tidak pernah dipenuhi oleh 

TERMOHON II, padahal TERMOHON II mendalilkan telah mengeluarkan 

uang sebesar Rp.3.212.500.000 (tiga miliar dua ratus dua belas juta lima 

ratus ribu Rupiah) sampai dengan total sebesar Rp.3.800.000.000 (tiga 

miliar delapan ratus juta Rupiah) yang diserahkan oleh TERMOHON II 

kepada H. Jayadi Kusumah, SH untuk mengurus IMB dan izin 

pembangunan lainnya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak 

Jasa Pengurusan IMB antara TERMOHON II dengan H. Jayadi Kusumah, 

SH tanggal 6 Desember 2004. 

 

6. Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum material yang tidak 

disampaikan secara terbuka dan transparan kepada PEMOHON terkait 
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dengan adanya perubahan isi draft final Putusan (Bukti P - 1) dengan isi 

Putusan BASYARNAS yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat (Bukti P - 2). Dalam butir 48 (halaman 62) Putusan PEMOHON 

menemukan perubahan isi Putusan butir 48  yang sebelumnya berbunyi : 

 

“48. Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbiter adalah 

hal-hal sebagai berikut : …..” 

 

Menjadi berbunyi sebagai berikut : 

 

“48. Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbiter 

sebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya 

adalah hal-hal sebagai berikut : …..” 

 

Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 Putusan di atas, PEMOHON 

melalui Surat Ref. No. : DNA/081/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal 

Permohonan Penjelasan Mengenai Perubahan Isi Putusan No.16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara PT Atriumasta Sakti selaku Pemohon 

dan PT Bank Syariah Mandiri selaku Termohon (Bukti P - 7) telah memohon 

penjelasan kepada Majelis Arbiter (TERMOHON I). Penjelasan 

TERMOHON I sangat diperlukan PEMOHON mengingat perubahan 

tersebut menurut PEMOHON sangat mendasar, substansial serta terutama 
pula tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Majelis Arbiter         
(TERMOHON I) dalam pembacaan Putusan tanggal 16 September 2009. 
Akan tetapi, sampai tanggal Permohonan Pembatalan aquo PEMOHON 

ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggapan Majelis Arbiter 

belum PEMOHON terima. 

 

Bahwa disamping itu, cara yang diambil Majelis Arbiter untuk 
melakukan perubahan atau perbaikan isi Putusan tidak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan ketentuan Pasal 
26 Peraturan Prosedur BASYARNAS.  

 

IV. ISI AMAR PUTUSAN SECARA SUBSTANSI TIDAK LOGIS YURIDIS DAN 
BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN. 
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7. Bahwa Majelis Arbiter (TERMOHON I) mengeluarkan putusan yang isinya 

tidak logis yuridis serta bertentangan satu sama lain. Isi-isi amar yang tidak 

logis adalah yang berbunyi sebagai berikut : 

- Menyatakan Termohon melakukan cidera janji; 

- Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Murabahah No.53 

tanggal 23 Februari yang dibuat oleh dan dihadapan Efran Yuniarto, 

S.H., Notaris di Jakarta; 

 

Bahwa menurut hukum perjanjian, apabila suatu perikatan dinyatakan batal 

demi hukum (null and void), berarti perikatan tersebut sejak awal dianggap 

tidak ada dan tidak pernah terjadi. Oleh karena sejak awal tidak ada 

perikatan, maka dengan sendirinya juga tidak ada cidera janji (wanprestasi), 

sehingga tidak bisa salah satu pihak dinyatakan telah melakukan cidera 

janji atas perikatan yang batal demi hukum tersebut. Ketentuan adanya 

cidera janji (event of default) hanya dapat terjadi jika perikatan tersebut 

ada dan berlaku, namun kemudian salah satu pihak tidak memenuhi syarat-

syarat dan ketentuan yang diatur dalam perikatan (perjanjian) aquo 

sehingga berakibat dibatalkannya (dinyatakan batal) (voidable atau 

vernietigbaar) perikatan (perjanjian) aquo oleh hakim pengadilan. Dengan 

kata lain, sebelum dinyatakan batal oleh hakim (arbiter) karena adanya 

wanprestasi, perjanjian tersebut ada dan berlaku sah serta mengikat para 

pihak. Perjanjian tersebut menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi terhitung 

sejak dinyatakan batal oleh hakim karena adanya wanprestasi.  

 

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Indonesia tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat 

syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian (perikatan) batal demi 

hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, 

sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan (dinyatakan batal oleh hakim). Cidera 

janji (wanprestasi) merupakan syarat subyektif, yaitu para subyek atau 

salah satu subyek yang membuat perjanjian (perikatan) misalnya tidak 

melaksanakan syarat dan ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah 

seperti dalam perkara arbitrase aquo. Dengan demikian terdapat cacat 
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hukum dalam Amar Putusan BASYARNAS karena tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 

8. Bahwa isi-isi Amar Putusan yang bertentangan satu sama lain adalah yang 

berbunyi sebagai berikut : 

- Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya-

biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-

bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan 

Publik mengenai kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti-bukti 

tersebut maupun mengenai besarnya biaya; 

- Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan 

verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon 

adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan 

Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan 

Majelis dibacakan. 

- Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil 

mencapai kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan 

Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, 

penunjukan Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah 

Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu 

atau dari Pemohon atau dari Termohon. 

- Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) 

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga 

karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apapun. 

 

Majelis Arbiter telah membuat kabur pengertian ”Putusan Arbitrase bersifat 

final and binding” dengan adanya putusan yang masih digantungkan pada 

keadaan tertentu dalam waktu tertentu yang belum bersifat final.   Bunyi 

Amar Putusan yang menyangkut pembayaran biaya dan penunjukkan 

Kantor Akuntan Publik yang berkaitan dengan penetapan jumlah biaya yang 

harus dikembalikan oleh PEMOHON jelas menunjukkan bahwa Putusan 

aquo belum final, masih menggantung dan belum tuntas. Seharusnya 

Majelis Arbiter dengan keyakinannya membuat putusan yang tidak  
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menggantung dan masih berpotensi bersengketa yang tidak berkesudahan 

antara PEMOHON dengan  TERMOHON II.  

 

Selain itu, petitum putusan mengenai biaya yang harus dikembalikan oleh 

PEMOHON yang harus mendapat verifikasi terlebih dahulu dari Kantor 

Akuntan Publik tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian yang 

seharusnya dilaksanakan dan sudah tuntas sebelum perkara diputus. 

Majelis Arbiter atau TERMOHON I seharusnya memutus sesuai dengan 

fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON 

II didepan persidangan.  Apabila Majelis Arbiter berdasarkan keyakinannya 

menganggap alat-alat bukti TERMOHON II meragukan dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, maka seharusnya dan sepatutnya Majelis Arbiter 

menolak secara tegas alat-alat bukti tersebut demi kepastian hukum. 

 

Azas hukum pembuktian tersebut juga sesuai dengan dan dijunjung tinggi 

oleh Hukum Islam. Dalam sejarah Islam terkenal kasus kepemilikan Baju 

Perang yang terjadi antara Sayyidina Ali (sepupu, sahabat dan menantu 

Rasulullah SAW) dengan seorang Yahudi. Dalam perkara tersebut 

Rasulullah SAW memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan bahwa 

orang Yahudi lah sebagai pemilik Baju Perang tersebut. Sebenarnya baju 

tersebut milik Sayyidina Ali, namun Sayyidina Ali tidak dapat membuktikan 

kepemilikannya atas baju perang tersebut. Dari kasus baju perang ini kita 

dapat mengambil I’tibar (pelajaran) bahwa hakim (arbiter) mengambil 

putusan  berdasarkan bukti-bukti. Majelis Arbiter setelah putusan dibacakan 

tidak boleh lagi menyuruh para pihak untuk meminta pihak ketiga agar 

memverifikasi tuntutan dari TERMOHON II mengenai jumlah biaya yang 

harus dikembalikan oleh PEMOHON sebagaimana bunyi petitum Putusan 

BASYARNAS di atas.  

 
V. ISI AMAR PUTUSAN TIDAK DAPAT LAGI MENJADI RUJUKAN DALAM 

PELAKSANAAN ISI PUTUSAN DAN BERTENTANGAN DENGAN SIFAT 
FINAL AND BINDING DARI PUTUSAN ARBITRASE. 

 

9. Bahwa terdapat isi Amar Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non 

executable) berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang sampai 
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dengan tanggal Pengajuan Permohonan Pembatalan aquo yaitu yang 

berbunyi sebagai berikut : 

- Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan 

verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon 

adalah  

 

Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis 

dibacakan. 

- Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil 

mencapai kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan 

Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, 

penunjukan Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah 

Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu 

atau dari Pemohon atau dari Termohon. 

 

10. Bahwa memenuhi isi Amar Putusan yang diuraikan dalam butir (9) di atas, 

PEMOHON semula Termohon Arbitrase dan TERMOHON II semula 

Pemohon Arbitrase telah berusaha melaksanakan isi Putusan yaitu  

menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut : 

 

(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 TERMOHON II melalui Kuasa Hukum-

nya dengan Surat No.097/HIS/AS-BSM/X/2009 perihal Pengajuan 

Kantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, 

Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagai Akuntan Publik 

yang akan melakukan verifikasi biaya-biaya sesuai isi Putusan 

BASYARNAS, untuk disetujui PEMOHON (Bukti P - 8); 

 

(b) Menanggapi Surat TERMOHON II tersebut, PEMOHON melalui Kuasa 

Hukumnya atas dasar itikad baik menyampaikan Surat Ref. No.: 

DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan Atas 

Pengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujui penunjukkan 

KAP DBS & D yang diajukan TERMOHON II (Bukti P - 9); 
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(c) PEMOHON dan TERMOHON II bersama-sama kemudian pada tanggal 

23 Oktober 2009 melalui Surat Ref. No. : 087/X/09 perihal Permohonan 

Pengajuan Proposal, meminta KAP DBS & D untuk menyampaikan 

proposal biaya jasa KAP DBS & D dalam menangani pekerjaan 

verifikasi  biaya-biaya lain sesuai isi Putusan BASYARNAS (Bukti P -
10); 

 

(d) Akan tetapi, pada tanggal 2 November 2009 sesuai Surat No.164/OL-

2.11109/DBSD perihal Jawaban Permohonan Pengajuan Proposal, 

KAP DBS & D menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan Proposal 

yang berarti menolak untuk menjadi KAP yang akan melakukan 

verifikasi biaya-biaya lain sesuai Putusan BASYARNAS (Bukti P -11). 

 

11. Bahwa akibat penolakan KAP yang tidak  bersedia menjadi KAP yang akan 

melakukan verifikasi dalam rangka memenuhi isi Amar Putusan yang 

diuraikan dalam butir (9) di atas, kemudian menjadi tidak jelas mengenai  

 

siapa yang berwenang untuk menunjuk KAP. Apabila kewenangan 

penunjukkan KAP tersebut masih merupakan hak PEMOHON dan 

TERMOHON II, periode waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan 

dibacakan sudah terlampaui. Dilain pihak, apabila kewenangan sudah 

beralih ke Majelis Arbiter, maka hal tersebut tidak sesuai dengan substansi 

dan ‘semangat’ dari isi Amar Putusan, karena sebenarnya bukan tidak ada 

kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON II namun karena KAP 

yang telah disepakati menyatakan menolak ditunjuk sebagai KAP.  

 

Dengan demikian isi Amar Putusan TERMOHON tidak dapat lagi dijadikan 

rujukan dalam pelaksanaan isi Putusan terkait dengan penunjukkan KAP. 

Apabila Majelis Arbiter memaksakan untuk menetapkan KAP akan 

memverifikasi biaya-biaya lain sesuai isi Putusan, maka tindakan Majelis 

Arbiter tersebut bertentangan dengan sifat final and binding dari Putusan 

arbitrase karena akan ada putusan baru setelah Putusan yang dibacakan 

pada tanggal 16 September 2009.  
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VI. ISI AMAR PUTUSAN TELAH MEREDUKSI DAN/ATAU 
MENGHILANGKAN HAK-HAK PEMOHON YANG DIJAMIN UNDANG-
UNDANG. 

 

12. Bahwa terdapat isi-isi Amar Putusan yang mereduksi dan menghilangkan 

hak PEMOHON yang telah dijamin Undang-Undang yaitu yang berbunyi 

sebagai berikut : 

- Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) 

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga 

karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apapun. 

- Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara 

berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan 

dibatalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan 

keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi tertunda 

apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat mengajukan 

pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank 

Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan menurunkan 

tingkat kesehatan PT. BANK SYARIAH MANDIRI dan Bank Indonesia 

wajib berdasarkan kekuatan hukum putusan ini memenuhi 

permohonan Pemohon yang demikian itu. 

 

Bahwa hak untuk mengajukan pembatalan suatu putusan arbitrase adalah 

hak yang diberikan serta dijamin hukum kepada pihak-pihak yang 

bersengketa dalam perkara arbitrase. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan  

 

hak bagi pihak-pihak yang bersengketa melalui forum arbitrase untuk 

mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan syarat-syarat yang 

ditetapkan dalam UU Arbitrase dimaksud. Tindakan TERMOHON I 
selaku Majelis Arbiter yang dengan jelas menghalangi disertai 
“ancaman” atau melarang PEMOHON untuk melaksanakan haknya 
sesuai Undang-Undang untuk mengajukan permohonan pembatalan 
putusan arbitrase adalah melawan hukum, tendensius dan 
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berpotensi tidak obyektifnya Majelis dalam memeriksa dan memutus 
perkara BASYARNAS No.16/Tahun 2008/Ka.Jak. 

 

VII. ISI AMAR PUTUSAN MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG 
NO.30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF 
PENYELESAIAN SENGKETA (UU ARBITRASE). 

 

13. Bahwa terdapat isi Amar Putusan yang melanggar ketentuan UU arbitrase 

yaitu yang berbunyi sebagai berikut : 

- Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan. 

 

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 jo UU No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU 

No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama  jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.8 

Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah secara a 

contrario menegaskan bahwa suatu Putusan arbitrase baru memiliki 
kekuatan eksekusi setelah putusan diserahkan dan didaftarkan oleh 
arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama. Putusan 

Majelis Arbiter yang menghukum PEMOHON semula Termohon Arbitrase 

untuk melaksanakan putusan sebelum kekuatan eksekusi timbul secara 

efektif sesuai UU Arbitrase adalah melanggar hukum, memaksakan diri 
serta berpotensi tidak independen dalam menangani serta memutus 
perkara BASYARNAS No.16/Tahun 2008/Ka.Jak. 

 

14. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan dengan tidak mengurangi 

ketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII Undang-Undang No.30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk 

membatalkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

Perkara No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka. Jak yang telah didaftarkan di  

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai Akte Pendaftaran 

No.01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai sebagai berikut : 

 
1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan cacat hukum Putusan BASYARNAS karena isi amarnya 

saling bertentangan satu sama lain, dan melanggar ketentuan Undang-

Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, serta ketentuan perundangan yang berlaku. 

3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

Perkara No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka. Jak yang telah didaftarkan 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai Akte 

Pendaftaran No.01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009 

seluruhnya; 

4. Membebankan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II untuk 

membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. 

 

Atau, apabila Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang 

menangani perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono). 

 

 Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon I 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

 

DALAM EKSEPSI 
 
I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR) 
 

TERMOHON I mengajukan EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO 
DECLINATOIR) terhadap alasan yang diajukan oleh PEMOHON,  dengan 

alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini : 

 

a. Bahwa pada dasarnya antara PEMOHON dengan TERMOHON II telah 

menandatangani suatu perjanjian. Perjanjian tersebut sesuai dengan 

asas Pacta Sunt Servanda  mengikat kedua belah pihak. Artinya, 

antara PEMOHON dengan TERMOHON II telah bersepakat 
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menyelesaikan sengketa mereka  sesuai dengan perjanjian/ klausula 

arbitrase tersebut; 

 

b. Bahwa  asas tersebut telah dinormativisasi ke dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60 menyatakan ”putusan arbitrase 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para 

pihak”.  Selanjutnya asas dan ketentuan Pasal 60 tersebut dipertegas 

kembali melalui Surat Edaran  Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor. 08 Tahun 2008,  angka 3 menyatakan ”Putusan Badan 

Arbitrase Syari’ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan mengikat para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan 

putusan Badan Arbitrase Syari’ah tersebut secara sukarela;  

 

c. Bahwa meskipun UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 menyatakan para 

pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase, 

namun upaya pembatalan tersebut bukan merupakan ”banding biasa” 

terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya 

hukum yang ”luar biasa”. Oleh karena itu tanpa alasan-alasan yang 

spesifik  sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 huruf a, b dan c 

tersebut, maka pada prinsipnya pembatalan terhadap suatu putusan 

arbitrase tidak mungkin dapat dilakukan/ dipenuhi. Dengan demikian, 

pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan 

terakhir (final and binding). Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak 

berwenang memeriksa dan memutus sengketa Permohonan 

Pembatalan putusan arbitrase yang di ajukan oleh PEMOHON.  

d. Bahwa  dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Pasal 70 

menyatakan : 

 

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan 

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

 

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;-- 

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 

menentukan, yang disembunyi oleh pihak lawan;--- 
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c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;-- 

 

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 70 dijelaskan : 

 

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan 

arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan 

permohonan pembatalan disebut dalam pasal ini harus dibuktikan 

dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa 

alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan 

pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 

hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. 

  

e. Bahwa menurut ketentuan Pasal 70 beserta Penjelasannya tersebut, 

untuk dapat mempertimbangkan suatu permohonan pembatalan 

terhadap putusan arbitrase haruslah didukung bukti-bukti berupa 

putusan pengadilan terhadap alasan-alasan tersebut. Dengan 

demikian, apabila permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase 

tidak didukung putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan 

tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan 

tidap dapat diterima; 

 

f. Bahwa berdasarkan butir 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase 

Syari’ah, menyatakan :  

 

”Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan atau pertimbangan 

dari putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional”.  

 

Bahwa alasan permohonan PEMOHON yang dikemukan pada angka 

IV. Isi Amar Putusan, secara subtansial tidak logis yuridis dan 

bertentangan satu sama lain (mulai dari halaman 7 s/d halaman 9), 

angka V. Isi amar putusan tidak dapat lagi menjadi rujukan dalam 

pelaksanaan isi putusan dan bertentangan dengan sifat final dan 

binding dari putusan arbitrase  (mulai dari halaman 9 s/d halaman 11), 

angka VI. Isi amar putusan telah mereduksi dan/atau menghilangkan 
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hak-hak pemohon yang dijamin undang-undang (mulai dari halaman 11 

s/d halaman 12), dan angka VII. Isi amar putusan melanggar ketentuan 

undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa (UU Arbitrase) (halaman 12 s/d halaman 13) 

adalah mengenai alasan atau pertimbangan dari putusan Badan 

Arbitrase Syari’ah. Dengan demikian Ketua Pengadilan Agama harus 

menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa alasan permohonan 

PEMOHON pada angka IV s/d VII tersebut.- 

 

 

II. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN 

PERSOON  

 

TERMOHON I mengajukan Exceptio Error In Persona dalam bentuk 

Diskualifikasi In Persoon terhadap penarikan TERMOHON I dalam 

kedudukkan dan kapasitasnya sebagai Majelis Arbitrase yang menjatuhkan 

Putusan Arbitrase A-quo,  dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan 

berikut ini : 

 

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan : “Ketentuan ini tidak menutup 

kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara atau 

arbitrase.” Dengan demikian penyelesaian perkara dilakukan di luar 

peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase adalah termasuk 

dalam kategori lembaga peradilan, oleh karena itu status dan kedudukan 

Majelis Arbitrase sama dengan Majelis Hakim di peradilan Negara, 

sehingga Majelis Arbitrase tidak dapat dijadikan pihak dalam setiap upaya 

hukum yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa dan diputus oleh 

Majelis Arbitase tersebut, oleh karena itu penarikan TERMOHON I sebagai 

pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo adalah 

cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persoon. 

 

2. Bahwa Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut ”UU Arbitrase 

No.30/99”) memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan 

permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase.  
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Berdasarkan ketentuan di atas, hukum memberi hak kepada PEMOHON 

untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase A-

quo dan tindakan itu sah menurut hukum. 

 

Akan tetapi yang harus ditarik sebagai pihak TERMOHON dalam 

permohonan pembatalan Putusan Arbitrase A-quo adalah pihak lawan 

yang bersengketa dalam putusan Arbitrase yang bersangkutan. 

 

In casu yang menjadi pihak lawan PEMOHON dalam Putusan Arbitrase A-

quo yang dimohon pembatalan sekarang adalah TERMOHON II (PT 

Atriumasta Sakti), maka yang mesti ditarik oleh PEMOHON sebagai 

TERMOHON hanya terbatas dan cukup terhadap TERMOHON II saja. 

Karena dengan menarik TERMOHON II sebagai pihak TERMOHON, 

secara prosesual dan tata tertib beracara penyelesaian permohonan 

pembatalan yang diajukannya dapat di selesaikan secara tuntas, tanpa 

memerlukan menarik Majelis Arbitrase yang bersangkutan sebagai pihak 

termohon.   

 

Bertitik tolak dari tata tertib beracara yang dikemukan TERMOHON I di 

atas, penarikan TERMOHON I sebagai pihak TERMOHON dalam 

permohonan pembatalan Putusan Arbitrase A-quo dikatagori sebagai 

diskualifikasi in persoon.  

 

Makna diskualifikasi in persoon dalam tata tertib beracara, orang yang 

ditarik sebagai pihak salah dan keliru. Demikian halnya dalam kasus ini 

ditariknya TERMOHON I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan 

Putusan Arbitrase A-quo dikatagori sebagai tindakan yang salah dan keliru 

apabila ditinjau dari segi syarat formil. Oleh karena itu penarikan 

TERMOHON I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan 

Arbitrase A-quo adalah cacat formil error in persona dalam bentuk 

diskualifikasi in persoon 

 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No.30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : “Arbiter atau Majelis 

Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung-jawab hukum apapun atas 
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segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung 

untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau Majelis Arbitrase, 

kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.” 

Dengan demikian Majelis Arbitrase tidak dapat digugat ke pengadilan atas 

tindakan yang dilakukan selama proses persidangan berlangsung 

termasuk dalam mengambil putusan Majelis Arbitrase, kecuali dibuktikan 

adanya itikad tidak baik dari tindakan majelis tersebut. 

 
Bahwa tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian tentang iktikad tidak baik 

dari Majelis Arbitrase, maka segala bentuk gugatan terhadap Majelis 

Arbitrase adalah merupakan perbuatan yang salah dan keliru serta 

bertentangan dengan hukum, Oleh karena itu penarikan TERMOHON I 

sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo 

adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persoon. 

 

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 

Tahun 1976, Perihal: Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, yang 

menyatakan : “hakim dibebaskan pertanggungan jawab perdata mengenai 

perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas peradilan.” Dengan 

demikian segala bentuk gugatan terhadap Majelis Arbitrase adalah 

merupakan perbuatan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan 

hukum, Oleh karena itu penarikan TERMOHON I sebagai pihak dalam 

permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo adalah cacat formil error 

in persona dalam bentuk diskualifikasi in persoon. 

   

5. Bahwa dengan merujuk kepada praktik internasional sesuai ketentuan 

UNCITRAL Arbitration Rules (1976), Article 36 - Correction of the award : 

 

(1).  Within thirty days after the receipt of the award, either party, with 

notice to the other party, may request the arbitral tribunal to correct in 

the award any errors in computation, any clerical or typographical 

errors, or any errors of similar nature. The arbitral tribunal may within 

thirty days after the communication of the award make such 

corrections on its own initiative”  
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 maka apa yang dilakukan oleh PEMOHON telah menyalahi praktik 

internasional yang juga merupakan praktik dalam arbitrase di Indonesia. 

Sebab dari bunyi  Pasal 36 UNCITRAL Arbitration Rules (1976) tersebut, 

yang bisa dilakukan oleh Majelis Arbitrase hanya terbatas pada melakukan 

koreksi terhadap putusan dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima, atas 

inisiatif salah satu pihak dengan terlebih dahulu memberi tahu pihak lain. 

Koreksi tersebut hanya terbatas melakukan koreksi terhadap kesalahan 

ketik atau perhitungan atau kesalahan administrative yang berhubungan 

dengan pekerjaan panitera, oleh karena itu penarikan TERMOHON I 

sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo 

adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persoon. 

 

Oleh karena penarikan TERMOHON I sebagai pihak mengandung cacat 

formil error in persona, maka menurut hukum permohonan PEMOHON 

terhadap diri TERMOHON I harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya 

tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard, inadmissable declared). 

 

Berdasarkan tata tertib yang dikemukakan di atas, penempatan dan 

penarikan Majelis Arbitrase yang memutus putusan Arbitrase A-quo 

sebagai TERMOHON I dalam permohonan pembatalan ini harus 

dikeluarkan dari arus proses pemeriksaan perkara.  

 

DALAM POKOK PERKARA 
 

Segala sesuatu yang TERMOHON I kemukakan didalam EKSEPSI merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisah dengan substansi materi yang dikemukakan 

dalam POKOK PERKARA ini, dapat TERMOHON I jelaskan, setelah meneliti 

permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo ternyata PEMOHON 

mengajukan 5 (lima) alasan yang menjadi dasar permohonan pembatalan 

sebagaimana yang dikemukakannya pada angka III (mulai dari halaman 4 s/d 

halaman 7), angka IV (mulai dari halaman 7 s/d halaman 9), angka V (mulai dari 

halaman 9 s/d halaman 11), angka VI (mulai dari halaman 11 s/d halaman 12), 

dan angka VII (halaman 12 s/d halaman 13). 
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Sehubungan dengan itu TERMOHON I akan menanggapi dan membantah satu 

persatu alasan tersebut sesuai dengan urutan yang dikemukakan dalam 

permohonan sebagai berikut: 

 

1. Alasan permohonan pembatalan tipu muslihat yang diajukan oleh 
PEMOHON, tidak memenuhi syarat yang ditentukan penjelasan Pasal 70 
UU Arbitrase No.30/99 

 

1.1. Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99 menyebut 3 (tiga) alasan permohonan 

pembatalan putusan Arbitrase yang terdiri dari: 

a... 

b... 

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal ini terdapat 3 (tiga) alasan permohonan 

pembatalan terhadap putusan Arbitrase A-quo yang dapat diajukan 

oleh PEMOHON.--   

 

1.2. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99 menentukan 

syarat keabsyahan alasan-alasan tersebut 

 
Penjelasan Pasal 70 tersebut mengatakan;  

”...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang tersebut dalam pasal 

ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”  

1.3. Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99 dimaksud: 

- Agar alasan permohonan pembatalan yang diajukan oleh 

PEMOHON syah menurut hukum (wettig, lawfull), apakah alasan itu 

huruf a, b atau huruf c dalam kasus perkara ini putusan yang diambil 

oleh Majelis Arbitrase terhadap putusan Arbitrase A-quo merupakan 

hasil tipu muslihat dan tipu muslihat itu harus dibuktikan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap (gezaag van gewijsde, irrevocable judgement).  

 

- Apabila alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo 

yang diajukan oleh PEMOHON tipu muslihat tetapi tanpa didukung 
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oleh alat bukti berupa putusan pengadilan pidana yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka alasan tersebut tidak 

syah menurut hukum (onwettig, unlawfull).    

1.4. In casu, dalam perkara ini alasan permohonan pembatalan putusan 

Arbitrase A-quo yang dikemukakan PEMOHON pada angka III 

(halaman 4 s/d halaman 7) adalah tipu muslihat tanpa didukung dan 

dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap: 

- Berarti alasan ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang 

ditentukan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99. 

- Dengan demikian alasan ini tidak sah menurut hukum. Oleh karena 

itu alasan permohonan pembatalan angka III ini harus ditolak dan 

dikesampingkan. 

 

2. Alasan permohonan pembatalan tentang adanya saling pertentangan 
dalam putusan Arbitrase A-quo tidak mempunyai dasar hukum 

 

Pada angka IV (halaman 7) permohonan, PEMOHON mengemukakan alasan 

permohonan pembatalan yang kedua yang menyatakan isi amar putusan 

secara substansi tidak logis yuridis dan bertentangan satu sama lain. Jika 

alasan ini dihubungkan dengan angka 7 dan seterusnya, intisari dari pada 

alasan ini adanya saling pertentangan satu sama lain yang terdapat dalam 

amar putusan dalam bentuk satu segi menyatakan TERMOHON melakukan 

cidera janji, dan pada segi lain menyatakan batal demi hukum akad 

pembiayaan murabahah nomor 53 tanggal 23 Februari 2005. 

 

2.1. pada dasarnya baik ditinjau dari segi teori dan praktek  tidak ada 

perbedaan hakiki antara batal dengan batal demi hukum. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata bahwa  pembatalan 

perjanjian apakah itu diakibatkan oleh karena tindakan wanprestasi 

yang dilakukan oleh salah satu pihak atau oleh karena perjanjian itu 

melanggar ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, agar perjanjian itu batal, 

pembatalannya harus dimintakan ke Pengadilan. Dengan demikian 

yang berwenang untuk membatalkan perjanjian itu pada dasarnya 

adalah hakim. 



Hal. 25 dari 76 hal.Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP 
 

 
 

 

2.2. Pernyataan Amar Putusan Arbitrase A-quo yang menyatakan perjanjian 

batal demi hukum sejalan dan sesuai dengan pertimbangan putusan 

arbitrase a-quo yang tercantum dalam halaman 40 dan seterusnya. 

 

Dalam pertimbangan mulai dari halaman 40 dan seterusnya telah 

dikemukakan beberapa unsur dan persyaratan perjanjian murabahah 

Akta No. 53 tanggal 23 Februari 2005 bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah yang terpenting diantaranya:  

 

2.2.1. bentuk perjanjian murabahah tersebut mengambil konstruksi 

kredit modal kerja yang biasa digunakan pada bank 

konvensional sehingga bertentangan dengan prinsip 

pembiayaan murabahah yang merupakan akad jual beli. 

2.2.2. margin yang ditetapkan dalam perjanjian murabahah berupa 

ceiling price yang berubah-ubah secara tidak pasti (uncertain), 

tidak ditentukan secara lump sum pertahun tetapi ditetapkan 

dalam prosentase pertahun seperti halnya bunga pada 

perbankan konvensional yang menurut prinsip syariah adalah 

riba yang haram hukumnya. 

 

2.2.3. tentang pembebanan bunga dalam surat sanggup/promes 

sehingga sama artinya dengan riba dan karenanya melanggar 

prinsip syariah. 

 

2.2.4. akad pembiayaan No. 53, transaksi jual beli antara pemasok dan 

bank dan jual beli antara bank dengan nasabah telah dibuat 

dalam satu akad saja. Hal ini bertentangan dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 

 

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan dalam 

pertimbangan putusan arbitrase A-quo, terbukti perjanjian murabahah 

53 bertentangan dengan prinsip syariah dan melanggar ketentuan 

Pasal 1337 Jo. Pasal 1335 KUH Perdata, sehingga sudah tepat 

kesimpulan dan amar putusan arbitrase a-quo yang menyatakan 

perjanjian murabahah 53 batal demi hukum. 
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2.3. Berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, 

dibolehkan adanya wakalah dan margin dalam transaksi pembiayaan 

murabahah dan hal itu telah disepakati oleh PEMOHON dan 

TERMOHON, sehingga akad murabahah tersebut dianggap sah oleh 

PEMOHON dan TERMOHON. 

 

Tanpa mengurangi pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan 

pada butir 2.2. bahwa akad murabahah 53 bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah, sehingga akad murabahah itu dinyatakan batal 

demi hukum, akan tetapi pada segi lain oleh karena akad murabahah 

53 itu telah sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah, timbul anggapan hukum akad murabahah 53 tersebut sah 

menurut hukum. 

 

Oleh karena akad murabahah 53 dianggap sah menurut hukum maka 

dengan sendirinya menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak 

untuk memenuhi pelaksanaannya. Ternyata PEMOHON ingkar 

memenuhi kewajiban untuk mencairkan sisa fasilitas pembiayaan 

murabahah sesuai akad. Oleh karenanya sudah tepat dan benar 

pertimbangan dan kesimpulan Majelis Arbitrase  dalam Putusan 

Arbitrase A-Quo yang menyatakan bahwa PEMOHON telah melakukan 

wanprestasi.  

 

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Jo. 1267 KUHPerdata 

kalimat terakhir, cukup dasar alasan untuk menghukum PEMOHON 

membayar ganti kerugian dalam bentuk  biaya dan kerugian. 

 

Dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas pada hakikatnya tidak ada 

saling pertentangan antara Amar kedua dengan Amar Ketiga putusan 

arbitraser a-quo, malahan sejalan dan saling mendukung. 

 

3. Alasan permohonan pembatalan tentang adanya pelaksanaan isi 
putusan Arbitrase A-quo bertentangan dengan sifat final and binding 
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3.1. Putusan arbitrase a-quo tentang Amar poin 5, 6, 7, dan 8 tidak 

melanggar  asas ultra petitum partium (ultra vires)  yang digariskan Pasal 

178 ayat (3) HIR. 

 

Pada dasarnya amar Putusan arbitrase a-quo poin 5, 6, 7, dan 8 tidak 

melebihi dari apa yang dituntut oleh PEMOHON asal bahkan masih 

dalam kerangka dalil wanprestasi dan petitum angka 5 dan 6 

permohonan PEMOHON asal, dan ganti rugi yang dikabulkanpun jauh 

lebih kecil dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PEMOHON asal 

dalam petitum angka 5 dan 6. 

 

Oleh karena itu amar putusan poin 5.6.7. dan 8 tidak bertentangan 

dengan asas ultra petitum partium sehingga tidak dapat dikategori 

putusan arbitrase a-quo mengandung ultra vires. 

 

3.2. Amar putusan poin 5,6,7, dan 8 memang perumusannya belum bersifat 

final dan definitif, akan tetapi tidak bersifat ultra vires  karena yang 

dikehendaki dari amar tersebut tercipta keadilan dan kebenaran yang 

hakiki.  

 

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan isi putusan Arbitrase A-quo tidak bertentangan dengan sifat 

final and binding. 

 

3.3. oleh karena itu amar putusan poin 5,6,7, dan 8 harus dianggap sebagai  

upaya  konkrit dan definitif untuk menegakkan hukum yang berkeadilan 

berdasarkan bukti-bukti dan pembuktian yang sahih.  

 

Seperti yang TERMOHON I jelaskan di atas, satu segi amar putusan 

tidak bersifat ultra vires  dan pada segi lain harus dianggap sebagai 

upaya maksimal  yang bersifat konkrit dan definitif, dalam rangka 

menegakkan hukum yang berdasarkan keadilan. Oleh karena itu 

eksekusi terhadap Putusan arbitrase a-quo  selain meliputi amar poin 4 

huruf a, b, c, dan d, yang bersifat condemnatur yakni menghukum 

PEMOHON (TERMOHON dalam Arbitrase)  untuk membayar ganti 

kerugian yang totalnya berjumlah Rp. 878.791.366,- (delapan ratus tujuh 
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puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam 

puluh enam rupiah), maka selebihnya harus ada hasil perhitungan dari 

akuntan publik berdasarkan bukti yang akurat dan dihitung secara benar, 

bukan hanya berdasarkan klaim sepihak. 

 

4. Alasan permohonan pembatalan tentang adanya isi amar putusan telah 
mereduksi dan/atau menghilangkan hak-hak PEMOHON yang dijamin 
Undang-undang.  

 

Bahwa amar putusan poin 15 yang dikemukakan oleh PEMOHON mereduksi 

hak yang diberikan Undang-undang kepada PEMOHON untuk mengajukan 

permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase A-quo tidak  benar. 

Maksud dari amar putusan tersebut bukan untuk menghalangi pemohon 

menggunakan haknya sesuai dengan UU No.30 Tahun 1999, tetapi adalah 

untuk mencegah para pihak tidak melakukan tindakan yang tidak patut  dalam 

menghambat pelaksanaan putusan yang final and binding yang pada 

hakekatnya dikehendaki oleh para pihak.  

  

5. Alasan permohonan pembatalan tentang adanya isi amar putusan 
melanggar ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai dasar 
hukum 

 

Dapat TERMOHON I jelaskan prinsip pelaksanaan putusan Arbitrase maupun 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dalam 2 

(dua) bentuk : 

1) Dilaksanakan pemenuhannya dengan sukarela 

2) Apabila tereksekusi tidak melaksanakan secara sukarela, dilaksanakan 

secara paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan 

Agama. 

 

Sehubungan dengan itu pelaksanaan putusan Arbitrase sudah dapat dipenuhi 

oleh pihak yang kalah terhitung sejak tanggal putusan tersebut diucapkan oleh 

Majleis Arbitrase yang bersangkutan. In casu putusan Arbitrase A-quo 

dijatuhkan pada tanggal 16 September 2009 dan dihadiri oleh PEMOHON dan 

TERMOHON II, sehingga jika tanggal putusan itu dikaitkan dengan sifat 
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putusan Arbitrase yang bersifat final and binding dan langsung mempunyai 

kekuatan eksekutorial, maka terhitung sejak tanggal 16 September 2009 

putusan Arbitrase A-quo sudah dapat dipenuhi oleh pihak yang kalah sejak 

tanggal putusan tersebut dijatuhkan. 

 

Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan Arbitrase A-quo sejak 

tanggal 16 September 2009, maka pihak yang menang dapat meminta 

eksekusi putusan secara paksa ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah 

putusan itu didaftarkan oleh Majelis Arbitrase atau kuasanya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase No.30/99. 

 

Bertitik tolak dari penjelasan yang TERMOHON I kemukakan di atas, 

pencantuman amar poin 13 yang menghukum TERMOHON (sekarang 

PEMOHON) untuk melaksanakan putusan dalam tempo 30 hari tidak 

bertentangan dengan hukum dan Undang-undang, karena sejak putusan itu 

dijatuhkan sudah melekat kekuatan eksekutorial dan apabila tidak 

dilaksanakan nanti secara sukarela dapat dimintakan eksekusinya kepada 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.     

 

Sehubungan dengan uraian yang dikemukakan di atas, TERMOHON I memohon 

agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan 

putusan sebagai berikut: 

 
MENGADILI  

DALAM EKSEPSI 
1. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERMOHON I;  

2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tidak Berwenang 

Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 

3. Menyatakan permohonan PERMOHON tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard). 

 
DALAM POKOK PERKARA 
 

1. Menolak permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syari’ah 

Nasional (BASYARNAS) No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka. Jak, yang 

diajukan oleh PEMOHON. 
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2. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang 

timbul dari perkara ini. 

 

Atau 

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat 

lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

 Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Termohon II memberikan 

jawaban sebagai berikut: 

DALAM KONPENSI. 
 

I.  DALAM EKSEPSI. 
 

1. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN TIDAK MENERAPKAN DASAR 

HUKUM YANG BENAR. 
 

Bahwa dasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam 

mengajukan  Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BASYARNAS) Perkara No.: 16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak tidak sesuai ketentuan hukum yang 

berlaku, karena: 

1.1.  Pemohon tidak mengindahkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-

undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), 

yang dikutip sebagai berikut: 

 

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.” 

 

Bahwa permohonan Pemohon mengajukan permohonan 

pembatalan putusan BASYARNAS ke Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat, bertentangan dengan ketentuan hukum. 
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1.2.  Permohonan Pemohon bertentangan dengan Penjelasan Pasal 

70 UU Arbitrase: 

 

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap 

putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. 

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut 

dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan 

pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa 

alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka 

putusan pengadilan itu dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau 

menolak permohonan.” 

 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan 
putusan pengadilan  yang membuktikan bahwa putusan 

BASYARNAS yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon 

dalam perkara aquo mengandung unsur-unsur sebagaimana 

ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase;  

 

Bahwa melainkan hanya berdasarkan keyakinan Pemohon 

semata (vide halaman 4 poin 4 surat permohonan) dan tidak 

berdasarkan suatu putusan pengadilan sebagaimana ketentuan 

Pasal 70 beserta penjelasannya dalam UU Arbitrase; 

 

1.3. Bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang yang 

diberikan undang-undang terhadap pengadilan agama, tidak 
terdapat  ketentuan mengenai kewenangan memeriksa dan 
mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase 

maupun putusan arbitrase syariah. 

 

Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.: 
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”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

 

a.  perkawinan; 

b.  waris; 

c.  wasiat; 

d.  hibah; 

e.  wakaf; 

f.  zakat; 

g.  infaq; 

h.  shadaqah; dan 

i.  ekonomi syari'ah.” 

 

1.4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang 

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, sama sekali tidak 
mengatur mengenai kewenangan memeriksa permohonan 
pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah, melainkan suatu 

edaran mengenai petunjuk pelaksanaan (eksekusi) putusan 

Badan Arbitrase Syariah. 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana poin 1.1. – 1.4. 

di atas terbukti dan tidak dapat dibantah kebenarannya permohonan 

pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan Pemohon tidak 

menerapkan dasar hukum yang benar dan alasan-alasan 

mengajukan pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

karena semata-mata berdasarkan keyakinan Pemohon bahwa 

Termohon II dan Termohon I melakukan tipu muslihat (vide dalil 

Pemohon halaman 4 poin 4 dalam surat permohonannya) yang nota 

bene lebih mengarah tuduhan atau fitnah belaka; Maka Majelis Hakim 

dalam perkara aquo harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak 

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima atau menyatakan 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa 

permohonan pembatalan Putusan BASYARNAS yang diajukan 

Pemohon. 
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2. OBSCUUR LIBELS. 

 
Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS yang 

diajukan Pemohon secara hukum harus dinyatakan ditolak atau 

setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena: 

 

2.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1 

mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BASYARNAS) Perkara No.: 16/Tahun 

2008/BASYARNAS /Ka.Jak kepada Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat terhadap: 

 

“I.  Majelis Arbiter BASYARNAS, yang memeriksa dan 

memutus Perkara No.: 16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak, Cq. Prof. H. Bismar 

Siregar, SH., Hj. Fatimah Achyar, SH., dan Prof. Dr. 

Sutan Remy Sjahdeini, SH., beralamat di Gedung MUI 

lantai 3, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta 

10320, sebagai Termohon I; dan” 

 

Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, apakah  

Permohonan ditujukan terhadap BASYARNAS selaku Lembaga 

Arbitrase yang merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan berada di bawah MUI atau terhadap pribadi 

(personal)          Prof. H. Bismar Siregar, SH., Hj. Fatimah 

Achyar, SH., dan            Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., 

karena sesungguhnya Termohon I secara personal tidak 

beralamat di Gedung MUI lantai 3, Jl. Proklamasi No. 51, 

Menteng, Jakarta 10320. 

 

2.2. Bahwa Prof. H. Bismar Siregar, SH., Hj. Fatimah Achyar, SH., 

dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., merupakan pelaksana 

(Majelis Arbiter) yang ditetapkan Ketua BASYARNAS dalam 

pemeriksaan sengketa antara PT. Atriumasta  Sakti (Termohon 

II/ Pemohon Arbitrase) terhadap PT. Bank Syariah Mandiri 

(Pemohon/ Termohon Arbitrase) dalam perkara No.: 16/Tahun 
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2008/BASYARNAS/Ka.Jak; Oleh karenanya secara hukum 

Permohonan Pemohon dimaksud seharusnya diajukan 

terhadap BASYARNAS selaku lembaga yang menerbitkan 

Putusan BASYARNAS dan atau terhadap MUI selaku lembaga 

yang menaungi BASYARNAS, bukan terhadap Termohon I dan 

Termohon II. 

 

3. ERROR IN PERSONA 

 

Bahwa antara Termohon II dengan Pemohon tidak memiliki hubungan 

hukum sehubungan dengan Permohonan Pembatalan Putusan 

BASYARNAS yang diajukan, karena fakta hukumnya Termohon II 
tidak dalam kapasitas dan atau ikut merumuskan dan 
memutuskan Putusan BASYARNAS No.: 16/Tahun 
2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diajukan pembatalan oleh 
Pemohon, Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang menarik 

Termohon II sebagai pihak dalam perkara a quo harus dinyatakan 

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

 

II.  DALAM POKOK PERKARA. 
 

1. Bahwa Termohon II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil 

Pemohon dalam surat permohonannya kecuali hal-hal yang secara 

tegas diakui kebenarannya oleh Termohon II; 

 

2. Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, 

Termohon II tidak pernah ikut serta dalam mempertimbangkan dan 

memutuskan sebagaimana Putusan Badan Arbitrase Nasional 

(BASYARNAS) Perkara No.: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak  

karena Termohon II bukan merupakan Arbiter  dalam pengambilan 

keputusan dimaksud; 

 

3. Bahwa Amar Putusan No.: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

(Putusan BASYARNAS), dikutip sebagai berikut: 
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“DALAM EKSEPSI 

 

“Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima”. 

 

DALAM POKOK PERKARA 

 

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”; 

 

“Menyatakan Temohon melakukan cidera janji”; 

 

“Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 

tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Efran 

Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta”; 

 

“Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon 

dana sebesar Rp.878.791.366 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta 

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam 

rupiah) yang terdiri atas: 

 

a. Pembayaran biaya provisi Bank sebesar Rp. 350.000.000,- 

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 1% (satu 

persen) dari nilai fasilitas pembiayaan yang berjumlah Rp. 

35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) karena Akda 

Murabahah No. 53 dinyatakan batal demi hukum”; 

 

b. Pembayaran uang asuransi proyek (PT. Asuransi Dayin Mitra) 

sebesar Rp. 45.027.000,- (empat puluh lima juta dua puluh 

tujuh ribu rupiah); 

 

c. Pembayaran uang muka iuran Jamsostek sejumlah Rp. 

5.962.700,- (lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh 

ratus rupiah); 

 

d. Pembayaran uang retribusi kepada Dinas Penataan dan 

Pengawasan Bangunan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 
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sebesar Rp. 298.135.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan 

juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah); 

 

e. Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666,- 

(seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). 

 

“Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon 

biaya-biaya lain sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-

bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik 

mengenai kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti-bukti tersebut 

maupun mengenai besarnya biaya” 

 

“Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk 

melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

oleh Pemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh 

Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak Putusan Majelis dibacakan”. 

 

“Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil 

mencapai kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan 

Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, 

penunjukkan Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis 

setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihak yang 

berperkara, yaitu atau dari Pemohon atau dari Termohon” 

 

“Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk oleh 

Pemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis 

ditanggung oleh Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar 

50% (lima puluh persen)” 

 

“Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan.” 

 

“Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa 

(dwangsom)”. 
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“Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and 

binding) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan 

sehingga karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum 

apapun” 

 

“Menolak tuntutan Pemohon selebihnya”; 

 

“Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan” 

 

“Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 

Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar ½ bagian dari biaya 

perkara ini”; 

 

“Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara 

berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan 

dibatalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan 

keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama 

atau Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi 

tertunda apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat 

mengajukan pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia 

agar Bank Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan 

menurunkan tingkat kesehatan PT. BANK SYARIAH MANDIRI dan 

Bank Indonesia wajib berdasarkan kekuatan hukum putusan ini 

memenuhi permohonan Pemohon yang demikian itu”. 

 

“Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang selaku Kuasa Arbiter 

untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tenggang 

waktu sebagaimana ditetapkan UU No.30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 08 Tanggal 10 Oktober 2008;” 

 

4. Bahwa Putusan perkara No.: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

sudah  didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta 
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Pusat sebagaimana Akte Pendaftaran Nomor: 

01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009; 

 

5. Bahwa dalil Pemohon halaman 4 poin 3 mengenai dasar hukum 

permohonan pembatalan putusan BASYARNAS ke Pengadilan 

Agama antara lain: 

 

• Pasal 70 UU Arbitrase; jo. 

• Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; jo. 

• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang 

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah; 

 

Bahwa Pemohon melakukan kekeliruan fatal dengan mengajukan 

permohonan pembatalan putusan BASYARNAS ke Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat, karena: 

 

5.1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan Pemohon 

berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan Pemohon kemudian 

tidak mengindahkan ketentuan  Pasal 72 Ayat (1) UU Arbitrase, 

yang dikutip sebagai berikut: 

 

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.” 

 

5.2. Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.: 

 

”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
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a.  perkawinan; 

b.  waris; 

c.  wasiat; 

d.  hibah; 

e.  wakaf; 

f.  zakat; 

g.  infaq; 

h.  shadaqah; dan 

i.  ekonomi syari'ah.” 

 

Bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang yang 

diberikan undang-undang terhadap pengadilan agama, tidak 
terdapat  ketentuan mengenai kewenangan memeriksa dan 
mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase 

maupun putusan arbitrase syariah. 

 

5.3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang 

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, sama sekali tidak 
mengatur mengenai permohonan pembatalan putusan 

Badan Arbitrase Syariah melainkan mengatur prosedur dan tata 

cara pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah. 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana poin 5.1. – 5.3.        

di atas, terbukti Pemohon melakukan kekeliruan hukum yang fatal 

yaitu tidak menerapkan ketentuan hukum yang benar sebagai dasar 

permohonannya, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak 

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 

 

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 – 7 poin 4, 5 dan poin 6 

ditanggapi Termohon II sebagai berikut: 

 

6.1. Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil 
permohonannya tidak mengajukan bukti berupa putusan 
pengadilan yang memutuskan bahwa putusan BASYARNAS 

yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon dalam perkara 
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aquo mengandung unsur-unsur sebagaimana ditentukan Pasal 

70         UU Arbitrase; 

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase: 
 

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap 

putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. 

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut 

dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan 

pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa 

alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka 

putusan pengadilan itu dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau 

menolak permohonan.” 

 

6.2. Bahwa Pemohon pada halaman 4 poin 4 dalam surat 

permohonannya mendalilkan Termohon I dan Termohon II 

melakukan tipu muslihat, dalil Pemohon tersebut berdasarkan 

keyakinan Pemohon belaka tanpa alat bukti yang sah berupa 

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Termohon I dan 

Termohon II dinyatakan bersalah karena melakukan tipu 

muslihat;. 

 

6.3. Bahwa Pemohon pada halaman 4 – 6 poin 5 dalam surat 

permohonan mendalilkan mengenai keberatan Pemohon 

sehubungan proses pembuktian dan pemeriksaan saksi dalam 

perkara No.: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang 

diputusakan  Termohon I, dalil Pemohon tersebut tidak 

beralasan sama sekali, karena pada saat pembuktian baik 

Pemohon maupun Termohon II hadir dalam persidangan 
dan memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan atau 

menyatakan keberatan  terhadap bukti-bukti dan atau saksi-

saksi; Penilaian dan Keberatan  mengenai terdapatnya “tipu 

muslihat” dalam putusan Termohon I menurut ketentuan 

hukum sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon 

sebagaimana Pasal 58 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, 

yang dikutip sebagai berikut: 
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“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah 

putusan diterima, para pihak dapat mengajukan 

permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk 

melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan 

atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan 

putusan.” 

 

Bahwa faktanya justru Pemohon sejak menerima Putusan 

BASYARNAS tidak pernah mengajukan permohonan kepada 

Majelis Arbiter (Termohon I) mengenai koreksi terhadap 

kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi 

sesuatu tuntutan putusan, namun sebaliknya Pemohon 

berupaya menghindar dari kewajibannya yang timbul atas 

Putusan BASYARNAS dengan membiarkan waktu 14 (empat 

belas) hari yang diberikan undang-undang terlewati dan 

kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan 

putusan BASYARNAS ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

 

6.4. Bahwa Pemohon pada halaman 6 – 7 poin 6 dalam surat 

permohonan mendalilkan mengenai perubahan isi draft 

putusan dengan isi putusan yang didaftarkan BASYARNAS ke 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang mana dalil tersebut 

sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum 

karena sepengetahuan Termohon II isi draft putusan tersebut 

belum diparaf dan ditandatangani oleh Majelis Arbiter 

(Termohon I) sehingga bukan merupakan putusan yang resmi 

atas perkara No.: 16/Tahun 2008 /BASYARNAS/Ka.Jak. 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana poin 6.1. – 6.4.        

di atas, maka terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya 

Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan alasan-alasan 

pembatalan Putusan BASYARNAS tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum karena semata-mata berdasarkan keyakinan Pemohon bahwa 

Termohon II dan Termohon I melakukan tipu muslihat (vide dalil 

Pemohon halaman 4 poin 4 dalam surat permohonannya); 
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7. Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai putusan diambil dari 

hasil tipu muslihat, Termohon II menanggapi hal tersebut sebagai 

tuduhan yang tidak berdasar, sangat tendensius, semata-mata hanya 

fitnah dan merupakan pengingkaran Pemohon terhadap 

pernyataannya sebagaimana tercantum dalam Jawabannya sewaktu 

persidangan dalam perkara No.: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

yang menyatakan “mohon keadilan seadil-adilnya (ex aquo et 

bono)”, dengan kata lain sesungguhnya Pemohon/Termohon 

Arbitrase telah mempercayakan sepenuhnya tanpa prasangka buruk 

dan penuh keikhlasan kepada Majelis Arbiter (Termohon I) untuk 

memutus sengketanya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya; 

 

Bahwa Termohon II mensumir Pemohon untuk membuktikan dalil 

Pemohon yang menyatakan putusan Basyaranas diambil dari hasil 

tipu muslihat  Termohon II dan Termohon I dalam waktu 14 (empat 

belas) hari, jika tidak dipenuhi maka Termohon II menggunakan hak 

hukumnya untuk menuntut Pemohon baik secara Pidana maupun 

Perdata; 

    

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 – 9 poin 7 dan 8 mengenai isi 

amar Putusan Basyaranas yang tidak logis yuridis dan saling 

bertentangan ditanggapi Termohon II sebagai berikut: 

 

8.1.  Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan amar putusan tidak 

logis dan bertentangan satu sama lain adalah tidak beralasan 

dan terkesan terlalu dipaksakan, karena sesungguhnya Majelis 

Arbiter (Termohon I) telah memberikan putusan dengan 

berpedoman dan melaksanakan al-Quran dan as-Sunnah/al-

Hadits serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 

sebagaimana disampaikan oleh Termohon I dalam pengantar 

dan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan No.: 16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak.; 

 

8.2.  Bahwa dalil Pemohon poin 7 pada halaman 7 – 8 sangat tidak 

beralasan karena Pemohon menggunakan pemahaman hukum 
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perjanjian mengenai akibat batalnya suatu perjanjian secara 

sempit untuk mendukung dalil Pemohon; 

 

Bahwa salah satu konteks cidera janji yang dimaksud dalam 

amar putusan yang dikeluarkan Termohon I menurut 

pemahaman Termohon II berdasarkan pertimbangan 

Termohon I dalam putusannya disebabkan karena 

Pemohon/Termohon Arbitrase membatalkan secara sepihak 

pembiayaan/pencairan pembiayaan sebagaimana Akad 

Pembiayaan Murabahah No. 53 tanggal            23 Februari 

2005 dengan alasan yang bertentangan dengan Akad itu 

sendiri maupun prinsip-prinsip syariah; 

 

Sedangkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 tanggal               

23 Februari 2005 batal demi hukum dikarenakan Akad tersebut 

isinya bukan al-Murabahah melainkan suatu bentuk lain, 

tegasnya Akad tersebut tidak mengambil konstruksi al-

Murabahah tetapi mengambil konstruksi kredit modal kerja 

untuk membeli bahan material seperti yang biasa diberikan 

oleh Bank konvensional yang didalamnya membebankan 

bunga terhadap besar margin serta membebankan bunga 

dalam Surat Sanggup/Promes. 

 

8.3.  Bahwa dalil Pemohon poin 8 pada halaman 8 – 9 yang 

menyatakan isi amar putusan saling bertentangan satu sama 

lain sehingga membuat kabur pengertian putusan arbitrase 

bersifat “final and binding”  karena masih terdapat putusan 

yang digantungkan pada keadaan tertentu dan waktu tertentu 

yang belum bersifat final, yang mana dalil tersebut menurut 

Ternohon II adalah karangan belaka dari Pemohon; 

 

Bahwa secara nyata-nyata Pemohon telah “menyetir” 

pengertian sifat “final”  putusan arbitrase,  karena fakta hukum 

baik secara materiil maupun yuridis formil telah diberikan 

pengertian sifat final sebagai berikut: 
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Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase. 
 

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan 

demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali.” 

 

Bahwa sedangkan pengertian “binding” putusan arbitrase 

adalah mengikat para pihak yang bersengketa sebagai 

konsekuensi dari pilihan hukum (choice of law) dan pilihan 

penyelesaian sengketa (choice of forum) yang disepakati oleh 

para pihak yang bersengketa dalam perjanjian atau klausula 

arbitrase. 

 

Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 
2005 Pasal 15 Tentang Penyelesaian Perselisihan. 
 

“Apabila Usaha menyelesaikan melalui musyawarah 

untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang 

disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini 

Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan 

menetapkan serta memberi surat kuasa kepada Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk 

memberikan putusan…….”; 

 

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 

yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu 

 

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.” 
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H. Priyatna Abdurrasyid, (BANI 2002: 182). 
 

“…. bahwa putusan akan mengikat hanya terhadap para pihak 

yang terlibat secara langsung dan terhadap pihak ketiga yang 

mempunyai klaim.” 

 

8.4. Bahwa Termohon II meskipun tuntutannya tidak dipenuhi 

seluruhnya, namun dengan jiwa besar menghormati putusan 

Termohon I dan Termohon II merasakan dan menilai dalam 

pertimbangan dalam putusannya Termohon I menerapkan dan 

mendasarkan prinsip-prinsip syariah serta memperhatikan rasa 

keadilan dengan berpedoman pada al-Quran dan as-

Sunnah/al-Hadits, karena: 

 

• Termohon I menyerahkan penilaian kebenaran bukti-bukti 

pengeluaran Termohon II kepada pihak yang 

berkompeten untuk melakukan hal tersebut dalam hal ini 

Kantor Akuntan Publik, karena sesungguhnya Termohon 

II bukan tidak memiliki bukti-bukti melainkan masih perlu 

diverifikasi kebenarannya sehingga tidak merugikan 

Pemohon; 

 

• Termohon I menyerahkan penunjukan Kantor Akuntan 

Publik kepada Termohon II dan Pemohon dengan 

persetujuan bersama yang dibatasi dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari, yang menurut Termohon II sebagai upaya 

Majelis Arbiter (Termohon I) membantu agar komunikasi 

dan hubungan baik antara Termohon II dengan Pemohon 

tetap terjaganya; 

 

• Termohon I menunjukkan tanggung jawabnya 

sehubungan penunjukkan bersama Kantor Akuntan 

Publik oleh Termohon II dan Pemohon, dengan tetap 

mengantisipasi dalam hal tidak terdapatnya kesepakatan 

penunjukan bersama maka penunjukan Kantor Akuntan 

Publik akan dilakukan oleh Majelis Arbiter (Termohon I), 
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sehingga tetap terdapat kepastian hukum penyelesaian 

sengketa tersebut secara menyeluruh. 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana poin 8.1. – 8.4.        

di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Amar Putusan 

BASYARNAS tidak logis secara yuridis dan saling bertentangan satu 

sama lain haruslah dikesampingkan.  

 

9. Bahwa dalil Pemohon halaman 9 – 11 poin 9, 10 dan poin 11 yang 

menyatakan terdapat isi Amar Putusan yang tidak dapat dilaksanakan 

(non-executable) dan bertentangan dengan sifat “final and binding”  

sehingga tidak dapat lagi dijadikan rujukan dalam pelaksanaan 

putusan ditanggapi Termohon II sebagai berikut: 

9.1.  Bahwa kekuatan eksekusi putusan arbitrase sudah ada sejak 

dibacakan dan mengikat para pihak yang bersengketa untuk 

melaksanakannya secara sukarela sebagaimana konsekuensi 

pilihan sukarela para pihak untuk menyelesaikan sengketanya 

melalui lembaga arbitrase, hal tersebut sejalan dengan: 

 

Pasal 60 UU Arbitrase. 
 

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak.” 

 

Pasal 61 UU Arbitrase. 
 

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan 

arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa.” 

 

SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan 
Arbitrase Syariah. 
 

“3.  Putusan Badan Arbitrase bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat 
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para pihak (Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 

Tahun 1999), karenanya mengikat para pihak harus 

melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah 

tersebut secara sukarela; 

 

4. Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak 

dilaksanakan secara sukarela, maka putusan 

tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua 

Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah 

satu pihak yang bersengketa , dan oleh …..” 

 

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila permohonan 

Pemohon dikabulkan atau diterima oleh Majelis Hakim dalam 

perkara aquo, maka jelas akan menimbulkan suatu 

ketidakpastian hukum secara umum dan secara khusus 

terhadap Termohon II; Serta akan menimbulkan ketidakadilan 

terhadap Termohon II selaku pencari keadilan yang sudah 

menempuh prosedur hukum yang disepakati bersama oleh 

Termohon II dan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 15 

Penyelesaian Sengketa, Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 

tanggal 23 Februari 2005; 

 

9.2.  Bahwa isi Amar Putusan yang dibuat Termohon I (Majelis 

Arbiter) menurut Termohon II sudah jelas, berkeadilan serta 

dapat dilaksanakan (executable) oleh Termohon II dan 

Pemohon, karena: 

 

• Termohon I memberikan keleluasaan kepada para pihak 

dalam hal ini Termohon II dan Pemohon untuk 

menentukan secara bersama dalam waktu 30 (tiga puluh) 

hari Kantor Akuntan Publik ditunjuk untuk melakukan 

verifikasi; 

 

• Dalam hal penunjukan bersama Kantor Akuntan Publik 

oleh Termohon II dan Pemohon tidak terlaksana dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari, maka penunjukan dilakukan 
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Majelis Arbiter (Termohon I) setelah mendapat laporan 

dari salah satu pihak; 

 

9.3.  Bahwa kronologis penunjukan Kantor Akuntan Publik yang 

disampaikan Pemohon dalam dalil permohonannya pada 

halaman 10 poin 10 telah diartikan secara sepihak oleh 

Pemohon sehubungan jawaban Kantor Akuntan Publik yang 

menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan pengajuan 

proposal karena faktor kesibukan, yang oleh Pemohon 

diartikan Kantor Akuntan Publik menolak untuk melakukan 

verifikasi biaya-biaya lain sesuai Putusan BASYARNAS; 

 

9.4. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan halaman 10 – 

11 poin 11 menyatakan pada intinya: 

• akibat penolakan Kantor Akuntan Publik dan 

terlampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari untuk 

menentukan secara bersama Kantor Akuntan Publik 

menjadikan tidak jelas/kabur mengenai siapa yang berhak 

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik; 

 

• apabila Majelis Arbiter (Termohon I) menetapkan Kantor 

Akuntan Publik maka tindakan tersebut bertentangan 

dengan sifat “final and binding”. 

 

Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan pemahaman yang 

sempit dan naïf serta patut diduga sebagai salah satu upaya 

Pemohon untuk menghindari kewajibannya yang timbul 

sehubungan dengan Putusan BASYARNAS No.: 16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak., karena: 

 

• Penunjukkan Kantor Akuntan Publik ditujukan untuk 

melakukan verifikasi biaya-biaya lain yang dikeluarkan 

Termohon II, agar diperoleh perhitungan mengenai biaya-

biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, 

namun sangat disayangkan Pemohon mengartikan 
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secara harafiah, sempit dan tendensius dengan 

menyatakan dengan tidak terlaksananya penunjukan 

Kantor akuntan Publik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

maka menyebabkan kabur/tidak jelas  mengenai pihak 

yang berhak menunjuk Kantor Akuntan Publik; Bahkan 

pada kenyataannya Pemohon tidak pernah mengajukan 

penunjukkan Kantor Akuntan Publik dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari, padahal hal tersebut menurut Termohon II 

bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan mengingat 

Pemohon merupakan Lembaga Perbankan yang cukup 

besar dan bonafide di negeri ini; 

 

• Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sesungguhnya tidak 

ada kaitan dengan sifat “final and binding” dari putusan 

arbitrase, karena berdasarkan ketentuan hukum sifat final 

putusan arbitrase berarti terhadap putusan tersebut tidak 

dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun 

peninjauan kembali, sedangkan sifat mengikat (binding) 

putusan arbitrase berarti mengikat para pihak yang 

sengketanya telah diputus oleh Arbiter untuk 

melaksanakan putusan arbitrase sebagai konsekuensi 

dari pilihan penyelesaian dan pilihan hukum para pihak. 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana poin 9.1. – 9.4.         

di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan isi Amar 

Putusan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) dan bertentangan 

dengan sifat “final and binding”  merupakan dalil yang sangat tidak 

beralasan dan cenderung mengada-ngada, oleh karena itu haruslah 

dikesampingkan; 

 

 

10. Bahwa dalil Pemohon halaman 11 – 12 poin 12 yang menyatakan isi 

Amar Putusan telah mereduksi dan/atau menghilangkan hak-hak 

Pemohon yang dijamin undang-undang untuk mengajukan 

pembatalan putusan BASYARNAS merupakan dalil yang tidak 

beralasan dan tidak berdasar, karena: 
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10.1.  Termohon II tidak dalam posisi/kedudukan mereduksi atau 

menghilangkan hak pemohon untuk mengajukan pembatalan 

putusan arbitrase sehubungan Isi Amar Putusan BASYARNAS 

yang menyatakan bahwa putusan bersifat final dan mengikat 

(final and binding)  sehingga tidak dapat dilakukan upaya 

hukum apapun; 

 

10.2.  Isi Amar Putusan BASYARNAS tidak terdapat larangan kepada 

Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan terhadap 

putusan BASYARNAS; (vide Amar Putusan BASYARNAS No.: 

16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak.); 

 

10.3. Termohon II tidak melihat adanya “ancaman” dalam Isi Amar 

Putusan BASYARNAS, melainkan Amar Putusan yang 

memutuskan bahwa Termohon II (Pemohon Arbitrase) 

diberikan hak berdasarkan putusan BASYARNAS untuk 

melakukan pengaduan terhadap lembaga yang berwenang 

mengawasi Pemohon dalam hal Pemohon melakukan upaya-

upaya untuk menghindar dari kewajibannya yang timbul 

berdasarkan Putusan BASYARNAS; 

 

11. Bahwa dalil Pemohon halaman 11 – 12 poin 12 yang menyatakan isi 

Amar Putusan melanggar ketentuan UU Arbitrase karena 

menghukum Pemohon/ Termohon Arbitrase untuk melaksanakan 

putusan sebelum putusan diserahkan dan didaftarkan ke 

Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah dalil karangan belaka serta 

terkesan “menyetir” penafsiran ketentuan undang-undang untuk 

sekedar menguatkan dalil Pemohon; Isi Amar Putusan BASYARNAS 

tersebut justru telah sejalan dengan: 

 

Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. 
 

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak.” 
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Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. 

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 

secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah 

Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa.” 

 
Pasal 62 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. 
 

“(1)  Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada 

Panitera Pengadilan Negeri.” 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang 
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. 

 

“3.  Putusan Badan Arbitrase bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 

60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999), karenanya 

mengikat para pihak harus melaksanakan putusan 

Badan Arbitrase Syariah tersebut secara sukarela; 

 

4.  Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak 

dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut 

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 

yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang 

bersengketa , dan oleh …..” 

 

III.  PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM 
 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon II dengan 

kerendahan hati menyampaikan permohonan kepada  Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan 

putusan sebagai berikut: 

 



Hal. 52 dari 76 hal.Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP 
 

 
 

 
DALAM EKSEPSI 

 

1. Menerima Eksepsi Termohon II karena tepat dan beralasan. 

 

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

DALAM POKOK PERKARA 
 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

2. Menyatakan Pemohon bukanlah Pemohon yang beritikad. 

 

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono dan atau 

Naar goede juctie Recht doen vide Pasal 178 ayat 3 HIR). 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon dibantah seluruhnya 

oleh Termohon I dan Termohon II, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti 

dan untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai 

berikut: 

 

No BUKTI  NAMA DOKUMEN/BUKTI TERTULIS DAN PENJELASAN 

1. P – 1 : Putusan Perkara No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

antara TERMOHON II (semula Pemohon Arbitrase) dengan 

PEMOHON (semula Termohon Arbitrase) yang dibacakan 
Majelis Arbiter pada tanggal 16 September 2009 yang 
dimintakan koreksinya oleh Majelis BASYARNAS kepada 
PEMOHON dan TERMOHON II. 

2. P – 2 : Akte Pendaftaran No.01/BASYARNAS/ 2009/PAJP tertanggal 

12 Oktober 2009 berikut Putusan Perkara No.16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara TERMOHON II (semula 

Pemohon Arbitrase) dengan PEMOHON (semula Termohon 

Arbitrase) yang telah diberi catatan pendaftaran oleh 
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petugas Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

No BUKTI  NAMA DOKUMEN/BUKTI TERTULIS DAN PENJELASAN 

3. P – 3 : Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.53 tanggal 23 Februari 

2005 yang dibuat dihadapan EFRAN YUNIARTO, SH, Notaris di 

Jakarta. 

4. P – 4 : Surat Pernyataan TERMOHON II tertanggal 2 Maret 2005. 

Isi Surat Pernyataan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 

 
“Selanjutnya apabila kelengkapan dokumen perijinan 

pembangunan Rukan Soho Carbella Square seperti, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen tersebut di 

atas  tidak dapat diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri, 

MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK MENUNDA PENCAIRAN 

TAHAP KEDUA DAN TAHAP BERIKUTNYA” 

5. P - 5 : Kontrak Jasa Pengurusan IMB antara TERMOHON II dengan H. 

Jayadi Kusumah, SH tanggal 6 Desember 2004. 

Dalam Kontrak di atas H Jayadi Kusuma SH berjanji bahwa 
IMB AKAN DISELESAIKAN DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN 
KALENDER TERHITUNG SEJAK TANGGAL PERJANJIAN. 

Dengan demikian seharusnya IMB sudah dapat diperoleh oleh 

TERMOHON II dan dapat diperlihatkan aslinya dan diserahkan 

fotocopy-nya kepada PEMOHON pada bulan Maret 2005; Namun 

faktanya, hingga tanggal Berita Acara Serah Terima Dokumen 

tanggal 15 Februari 2006 antara PEMOHON dengan 

TERMOHON II,  PEMOHON belum pernah melihat apalagi 

menerima fotocopy IMB dimaksud dari TERMOHON II, padahal 

biaya pengurusan IMB tersebut sesuai bukti Kuitansi 

pembayaran yang fotocopy-nya diserahkan kepada PEMOHON 

oleh TERMOHON II  yaitu sebesar Rp3.212.500.000 (tiga miliar 
dua ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah 
dilunasi oleh TERMOHON II. 

6. P – 6 : Kuitansi pembayaran per tanggal 1 Maret 2005 sebesar 

Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) yang 
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telah dibayar oleh TERMOHON II kepada H. Jayadi Kusumah, 

SH. 

7. P – 7 : Surat PEMOHON kepada TERMOHON I Ref. No. : 

DNA/081/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Permohonan 

Penjelasan Mengenai Perubahan Isi Putusan No.16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara PT Atriumasta Sakti selaku 

Pemohon dan PT Bank Syariah Mandiri selaku Termohon. 

No BUKTI  NAMA DOKUMEN/BUKTI TERTULIS DAN PENJELASAN 

8. P – 8 : Surat Kuasa Hukum TERMOHON II No.097/HIS/AS-

BSM/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Pengajuan Kantor 

Akuntan Publik, dimana TERMOHON II mengajukan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 

(DBS & D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan 

verifikasi sesuai Putusan BASYARNAS. 

9. P – 9 : Surat Kuasa Hukum PEMOHON Ref. No.: DNA/080/X/09 

tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan Atas Pengajuan 

Kantor Akuntan Publik, dimana PEMOHON atas dasar itikad 

baik menyampaikan Surat yang isinya menyetujui penunjukkan 

KAP DBS & D yang diajukan TERMOHON II. 

10. P – 10 : Surat PEMOHON dan TERMOHON II Ref. No. : 087/X/09 

tanggal 23 Oktober 2009 perihal Permohonan Pengajuan 

Proposal, dimana PEMOHON dan TERMOHON II meminta 

KAP DBS & D untuk menyampaikan proposal biaya jasa KAP 

DBS & D dalam menangani pekerjaan verifikasi  biaya-biaya 

lain sesuai isi Putusan BASYARNAS. 

11. P – 11 : Surat KAP DBS & D No.164/OL-2.11109/DBSD tanggal 2 

November 2009  perihal Jawaban Permohonan Pengajuan 

Proposal, dimana KAP DBS & D menyatakan tidak bersedia 

untuk mengajukan Proposal yang berarti menolak untuk 

menjadi KAP yang akan melakukan verifikasi biaya-biaya lain 

sesuai Putusan BASYARNAS 
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BUKTI TAMBAHAH 

12. P – 12 : Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 03/Arb.Btl/2005, yang diambil dari website resmi 

Mahkamah Agung RI sub Direktori Putusan. 

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung (halaman 20 
Putusan) menyatakan BAHWA PERMOHONAN 
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIAJUKAN 
ATAS ALASAN DILUAR YANG TERTERA DALAM PASAL 70 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 1999.  
  

No BUKTI  NAMA DOKUMEN/BUKTI TERTULIS DAN PENJELASAN 

   Selengkapnya isi pertimbangan hukum Mahkamah Agung 

adalah sebagai berikut :  

 

“Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan 

mempertimbangkan mengenai alasan permohonan 

pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh 

Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri ; 

 

       bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa “Bab VII mengatur 

tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini 

dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain : 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, 

setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan 

palsu ; 

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang 

bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; 

atau 

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan 

oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa” ; 

       bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan 

Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan 
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putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam 

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” 

   

 Menimbang, bahwa atas bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut, 

Termohon I tidak mengajukan Bukti bantahan berupa apapun untuk menyanggah 

bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut; 

 

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut Termohon 

II mengajukan bukti bantahan sebagai berikut: 

1. Fotokopi putusan BASYARNAS Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

tanggal 16 September 2009 (T.II.1) 

2. Surat DIAS & Associates Low Office Ref.no.DNA/087/X/09 tanggal 23 

Oktober 2009 (T.II.2) 

3. Surat DBS & d. Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang No. 165/OL-

2.11109/DBSD tanggal 02 Nopember 2009 (T.II.3) 

 

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II diberikan 

kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan kesimpulannya dan masing-

masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 08 

Agustus 2009; 

 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini ditunjuk 

segala hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini 

sebagai satu kesatuan dalam putusan ini; 

 

TENTANG HUKUMNYA 

 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

 

Menimbang, bahwa perkara ini berupa sengketa tentang sah dan tidaknya 

putusan BASYARNAS no. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. antara PT. Bank 

Syari’ah Mandiri melawan PT. Atriumasta Sakti, yang oleh PT. Bank Syariah 

Mandiri diajukan pembatalan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oleh 

karena itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini tidak mungkin diselesaikan 

melalui perundingan para pihak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI 



Hal. 57 dari 76 hal.Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP 
 

 
 

Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena tentang 

sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum atau apalagi suatu putusan Arbiter 

sangat tidak beralasan menurut logika apapun untuk diperbincangkan kembali 

dalam mediasi; 

 

TENTANG EKSEPSI :- 
 

 Menimbang, bahwa baik Termohon I maupun Termohon II, dalam 

eksepsinya mengemukakan dua dalil sebagai berikut; 

 

1. Pengadilan Agama  Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini 

dengan alasan sebagai  berikut :- 

 

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon II telah menandatangani suatu  

perjanjian yang telah bersepakat menyelesaikan sengketa diantara 

mereka melalui BASYARNAS. 

b. Bahwa seseuai pasal 60 Undang-undang No. 30 tahun 1999 bahwa 

putusan arbritrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan mengikat para pihak, ketentuan ini diperkuat  oleh Peraturan 

Mahkamah Agung RI No. 08 Tahun 2008 angka 3 ;- 

c. Bahwa berdasarkan pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 

pembatalan terhadap Putusan Arbritrase haruslah  berdasarkan alasan-

alasan yang spesipik sebagaimana ketentuan huruf a, b dan c pasal 70 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut. 

d. Bahwa permohonan  pembatalan  terhadap  Putusan arbritrase  harus  

didukung bukti-bukti berupa Putusan Pengadilan  Negeri alasan-alasan 

pembatalan yang ditetapkan dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 

Tahun 1999. 

e. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI  No. 08 Tahun 2008 

tentang eksekusi Putusan BASYARNAS  Ketua Pengadilan Agama tidak  

memeriksa alasan atau  pertimbangan dari Putusan BASYARNAS. 

 

2. Permohonan Pemohon  error in Persona dengan alasan sebagai berikut:- 

 

a. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU no. 4 tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, status dan kedudukan Majelis Arbitrase sama 
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dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Arbitrase 

tidak dapat dijadikan pihak. 

b. Bahwa yang mesti ditarik sebagai Termohon hanya terbatas dan cukup 

terhadap Termohon II saja sehingga penarikan Termohon I dikategorikan 

sebagi diskualifikasi in person. 

c. Bahwa berdasarkan pasal 21 UU No. 30 tahun 1999, Majelis arbitrase tidak 

dapat digugat ke Pengadilan atas tindakan yang dilakukan selama proses 

persidangan termasuk dalam mengambil putusan, kecuali dibuktikan 

adanya I’tikad tidak baik dari tindakan majelis tersebut. 

d. Bahwa menurut surat edaran Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 1976, 

segala bentuk gugatan terhadap majelis arbitrase adalah merupakan 

perbuatan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum. 

e. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon telah menyalahi praktek 

Internasional sebagaimana pasal 36 UNCITRAL ARBITRATION RULES 

(1976). 

 

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dalil-

dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II, sebagai berikut: 

 

1. Tentang Wewenang Mengadili 

 

Menimbang, bahwa dasar perundang-undangan yang dijadikan dasar 

eksepsi Termohon I dan Termohon II dalam hal ini adalah pasal 60 dan 70 huruf 

a, b dan c UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa beserta penjelasannya serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 18 

tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah. Pasal-pasal 

mana juga dijadikan landasan hukum oleh Pemohon. 

 

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Termohon I dan Termohon II yang 

menyatakan berdasarkan pasal 60 dan 70 UU no. 30 tahun 1999 tentang 

arbitrase Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara 

pembatalan putusan BASYARNAS. Majelis hakim berpendapat, pendapat 

tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut majelis perkara ini merupakan 

sengketa perbankkan syariah yang menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 

tenntang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. 

Pasal 55 UUNo. 21 tahun 2008 tentang Perbankkan Syari’ah secara tegas 
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menentukan penyelesaian sengketa Perbankkan Syari’ah dilakukan oleh 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 

 

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 yang 

menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan mengikat harus diartikan apabila tidak ada upaya pembatalan putusan 

tersebut sesuai ketentuan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 yang diajukan sesuai 

ketentuan pasal 71 dan pasal 72 UU tersebut. 

 

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pembatalan putusan 

BASYARNAS ini diajukan oleh Pemohon secara tertulis ke Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat dalam waktu kurang dari 30 hari terhitung sejak hari penyerahan 

dan pendaftaran putusan BASYARNAS kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

sehingga dengan demikian permohonan Pemohon in Cassu telah diajukan sesuai 

dengan ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-

undang; 

 

Menimbang, bahwa tentang kenapa perkara ini diajukan ke Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bunyi pasal 71 

dan 72 UU No. 30 tahun 1999 majelis hakim berpendapat sudah benar dan tepat, 

karena kecuali telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2006 dan 

UU No. 21 tahun 2008 sebagaimana tersebut diatas majelis juga berpendapat 

jikalau tentang kewenangan eksekusi atas putusan BASYARNAS sebagaimana 

diatur dalam pasal 60 sampai dengan 64 UU No. 30 tahun 1999 oleh Mahkamah 

Agung RI dengan surat edarannya Nomor 08 tahun 2008 dinyatakan sebagai 

wewenang Pengadilan Agama. Maka menurut logika yuridis segala sengketa 

tentang perbankkan syari’ah termasuk pembatalan putusan BASYARNAS atas 

sengketa perbankkan syari’ah harus pula menjadi wewenang Pengadilan Agama. 

Dengan demikian kalimat Pengadilan Negeri yang termuat dalam UU No. 30 

tahun 1999, khusus yang berkaitan dengan BASYARNAS harus dibaca 

Pengadilan Agama; 

 

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa dalam melaksanakan 

ketentuan dalam pasal 59, 61 dan 62 ayat (1), UU No. 30 tahun 2008 tentang 

Arbitrase. BASYARNAS telah mendaftarkan putusannya dimaksud kepada 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tidak lagi ke Pengadilan Negeri, maka Majelis 
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hakim berkeyakinan telah ada kesadaran sejak semula dari majelis arbiter 

BASYARNAS dan pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan BASYARNAS ini 

tentang adanya kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa perbankkan 

syari’ah ini. Oleh karena itu Termohon I dan Termohon II seharusnya juga 

menyadari bahwa perkara pembatalan atas putusan BASYARNAS adalah 

merupakan sengketa syari’ah yang penyelesaiannya berada pada Pengadilan 

Agama; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini masuk dalam wewenang 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan oleh karena itu eksepsi Termohon I dan 

Termohon II tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus 

ditolak; 

 

2. Tentang Error In Persona 

 

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Termohon I dan Termohon II 

berupa Error In Persona Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Majelis 

Arbiter BASYARNAS yang didudukkan sebagai Termohon I merupakan bentuk 

salah orang dan dengan demikian berakibat permohonan ini cacat formil atau 

tidak; 

 

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam menentukan sah dan tidaknya 

seseorang sebagai pihak dalam berperkara adalah terdiri dari orang-orang yang 

terlibat langsung dalam suatu sengketa, apabila orang-orang yang terlibat 

langsung tidak ditarik sebagai Termohon, maka dikawatirkan gugatan akan 

mengandung cacat Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), oleh karena 

itu majelis hakim berpendapat bahwa Majelis Arbiter BASYARNAS adalah orang 

yang terlibat langsung dalam perkara ini, sehingga penarikan Majelis Arbiter 

BASYARNAS sebagai pihak Termohon dapat dipertimbangkan; 

 

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, bahwa posita yang didalilkan oleh 

Pemohon sangat erat kaitannya dan mengenai apa yang telah dilakukan sendiri 

oleh majelis arbiter, sehingga menurut majelis hakim, agar putusan dalam perkara 

ini dapat menjangkau semua orang yang terlibat dan terkait, maka majelis arbiter 

BASYARNAS justru harus dijadikan pihak Termohon dalam perkara ini, namun 
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sesuai dengan pasal  21 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbritrase 

dan alternatip penyelesaian sengketa, kedudukan Majelis Arbiter BASYARNAS 

sebagai Termohon I, dalam perkara ini harus diartikan tidak dalam rangka 

pertanggung jawaban hukum apapun;- 

 

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Termohon I tentang Majelis 

arbiter tidak dapat dijadikan pihak berdasarkan pasal 3 UU No. 4 taghun 2004 

tentang kekuasaan kehakiman, karena status dan kedudukan majelis arbiter 

sama dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri, majelis hakim berpendapat 

bahwa majelis arbiter tidaklah sama status dan kedudukannya dengan majelis 

hakim Pengadilan Negeri, karena pengertian hakim sebagaimana maksud pasal 1 

(5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada 

Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara dan hakim pada 

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan 

arbiter sebagaimana maksud pasal 1 (7) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase 

adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau 

yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan 

putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui 

arbitrase. 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut 

diatas, majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang 

Error In Persona dalam permohonan ini harus ditolak; 

 
DALAM POKOK PERKARA 
   

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  

sebagaimana tersebut diatas; 

 

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai posita permohonannya mendalilkan  

bahwa Putusan Badan Arbritrase Syariah Nasional ( BASYARNAS )  Nomor 

16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009, yang mengadili 

sengketa perbankan syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini  

adalah Pemohon, dengan nasabahnya, PT. Atriumasta   Sakti , yang dalam hal ini 
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adalah Termohon II, dinilai oleh Pemohon mengandung beberapa cacat hukum 

yang berakibat dapat dibatalkannya putusan tersebut sesuai ketentuan pasal 70 

Undang-undang  No. 30 tahun 1999, antara lain, Putusan diambil secara tipu 

muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan  sengketa. 

Selanjutnya menurut Pemohon :  

 

 Isi amar putusan secara  substansi tidak logis yuridis dan bertentangan  satu 

sama lain ;  

 Isi amar putusan  tidak dapat lagi menjadi rujukan dalam pelaksanaan isi 

putusan dan bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan 

arbritrase; 

 Isi amar putusan telah mereduksi dan atau menghilangkan hak-hak Pemohon 

yang dijamin undang-undang ; 

 Isi amar putusan melanggar ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbritase dan alternatip penyelesaian sengketa ; 

Atas dasar dan alasan tersebut, Pemohon memohon dalam petitumnya agar 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya “ Membatalkan Putusan Badan 

Arbritrase Syariah Nasional  ( BASYARNAS ) tersebut diatas “ ;- 

 

 Menimbang, bahwa pada  dasarnya baik Termohon I mapun Termohon II 

menolak dalil dan alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut  khususnya dalil 

dan alasan yang menyebutkan bahwa Putusan diambil dari hasil tipu muslihat 

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;- 

 

 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan  bukti surat P. 1 sampai 

dengan P. 12, sedangkan Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti, Termohon II 

telah mengajukan bukti T II. 1, T.II. 2 dan T.II. 3 ;- 

 

 Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut 

adalah Fotokopi telah bermeterai  cukup dan sebagian telah sesuai  aslinya yaitu 

P.3 dan P. 4 dan sebagian lainnya  yaitu P. 1, P. 2 dan P. 5 sampai dengan P. 11 

tidka diperlihatkan aslinya karena menurut Pemohon asli surat-surat tersebut ada 

pada Termohon II dan P. 7 karena disaat itu  ditujukan kepada Termohon I maka 

menurut Pemohon  aslinya ada  pada Termohon I ;- 
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 Menimbang, bahwa baik Termohon I maupun Termohon II tidak 

menyangkal secara langsung terhadap bukti-bukti surat  yang dikatakan 

Pemohon bahwa asli surat-surat bukti tersebut ada di tangan Termohon I dan 

Termohon II, sehingga oleh  karenanya bukti-bukti tersebut dapat 

dipertimbangkan ; 

 

 Menimbang,  bahwa bukti T II. 1 sampai dengan  T.II. 3 yang diajukan 

Termohon II adalah fotokopi yang telah bermetari cukup dan telah sesuai aslinya 

sehingga dapat dipertimbangkan. 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan dan bantahan Termohon I dan 

Termohon II terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat membatalkan Putusan   BASYARNAS ini dikarenakan antara lain sesuai 

ketentuan  Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 bahwa Putusan arbritase 

baru dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila putusan tersebut diduga  

mengandung unsur-unsur yang  antara lain “ ……. Putusan diambil dari hasil 

tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak  dalam pemeriksaan 

sengketa “ , Ternyata menurut Termohon I dan Termohon II dalam 

kesimpulannya, Pemohon tidak mampu membuktian adanya unsur tipu muslihat 

yang  dilakukan, sebab pengajuan pembatalan dengan dasar tipu  muslihat tanpa 

didukung oleh alat bukti berupa  Putusan Pengadilan  Pidana yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka alasan permohonan pembatalan 

tersebut tidak sah menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut harus 

ditolak karena  tidak  memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan  

dalam  penjelasan pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999. 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena alasan utama  permohonan untuk 

membatalkan putusan BASYARNAS ini antara lain adanya “  Unsur tipu 

muslihat “,  dan Termohon I serta Termohon II telah mendifinisikan “ tipu 

muslihat “  itu secara normatif sesuai penjelasan   pasal 70 Undang-undnag No. 

30 tahun 1999 yang  dipersepsikan lebih jauh oleh Termohon I dan Termohon II 

dengan keharusan adanya Putusan Pengadilan Pidana yang telah memperoleh 

kekauatan hukum tetap, maka  untuk lebih jelasnya dan dalam rangka memenuhi 

rasa keadilan bagi semua pihak,  disini Majelis Hakim perlu mengkonstruksi lebih 

jauh definisi “ tipu muslihat “ yang terdapat dalam pasal 70  Undang-undang No. 

30 tahun 1999 apakah benar tipu muslihat disini berkonotasi pidana dan harus 
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ada putusan Pengadilan lain terlebih dahulu yang memutus tentang adanya tipu 

muslihat itu,  kalau seandainya demikian   lalu bagaimana dengan limit 30  ( tiga 

puluh ) hari perkara pembatalan putusan BASYARNAS harus diputus sejak 

didaftarkan putusan arbritrase itu di Pengadilan;- 

 

 Menimbang, bahwa  apabila definisi “ tipu muslihat “  itu telah jelas dari 

berbagai perspektif,  selanjutnya perlu pula diproyeksikan apakah dalam  

pemeriksaan sengketa BASYARNAS terdapat tipu muslihat yang dilakukan salah 

satu pihak atau tidak ;- 

 

 Menimbang,  bahwa menurut Majelis Hakim  pengertian “ tipu msulihat “ 

disini harus dimaknai secara lebih luas dan harus dilihat  dari berbagai persfektif, 

baik pidana, perdata bahkan aspek  syari’ah harus lebih ditonjolkan sebab ini 

adalah transaksi yang bermuatan syari’ah sehingga aspek syar’i harus lebih 

diutamakan, dalam arti  jangankan penipuan yang dilakukan secara kongkrit  dan 

kasat mata, penipuan-penipuan terselubung saja bisa berakibat patal disisi Allah , 

SWT dan Rosulullah, SAW ;- 

 

 Menimbang,  bahwa apabila perkataan “ tipu muslihat “ itu dikonotasikan 

lebih ke pidana sehingga perkataan itu  berimplikasi pada keharusan adanya 

putusan pengadilan secara pidana sebelum perkara pembatalannya diajukan,  

maka ini artinya, kesempatan Pemohon untuk mengajukan permohonan 

pembatalan Putusan BASYARNAS itu akan menjadi hilang sebab secara limitatif  

Undang-undang No. 30 tahun 1999 membatasi waktu permohonan itu diajukan ke 

Pengadilan dalam tempo 30 ( tiga puluh ) hari sejak perkara itu didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama,  kecuali itu azas Peradilan cepat, sederhana 

dan biaya ringan akan menjadi terabaikan karena terjebak dengan birokrasi 

peradilan yang bertele-tele akibat konstruksi dan interpretasi pasal dan ayat yang 

bertendensi ;- 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena pembuat Undang-undang No. 30 Tahun 

1999, memformulasikan perkataan “ tipu muslihat “ dengan tidak dibatasi           

( Muqoyyad ) artinya tidak dikhususkan pada pengertian tertentu maka terhadap 

perkataan itu  berlakulah kaidah ushul fiqih  yang sudah menjadi teori yang baku 

dikalangan fuqoha, yaitu  بــبـص الس وــصـظ لا بخــفـم الل وـمـعـرة بـبـالع" ”  

(yang harus dianggap itu adalah umumnya lafazh (perkataan) bukan khususnya 
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yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan), maksudnya adalah makna 

hukum harus dipahami dari susunan kalimatnya bukan dilihat dari latar belakang 

peristiwa hukum itu muncul. Sehingga dengan demikian perkataan “ tipu 

muslihat “ itu harus diberi pengertian yang bersifat umum, dalam arti bisa 

berkonotasi pidana atau perdata ;- 

 

 Menimbang,  bahwa  untuk memperkuat tafsir bahwa perkataan “ tipu 

muslihat “ itu bukan klaim dan monopoli ranah hukum pidana ansich tapi juga 

bisa ranah hukum perdata, Majelis Hakim disini dapat mengemukakan istilah “ 

Bedrog “ atau penipuan dalam ranah hukum perdata  sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 1321 KUHPerdata “ Tiada sesuatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika  diberikan karena kekhilapan atau diperoleh dengan paksaan 

atau “penipuan”. Lebih jauh pasal 1328 KUH Perdata menegaskan bahwa 

penipuan merupakan satu alasan untuk mebatalkan suatu persetujuan, bila 

penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, 

sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu 

tanpa adanya tipu muslihat; 

 

 Menimbang, bahwa perkataan “ tipu muslihat ” dalam kepustakaan 

hukum islam lebih di kenal dengan istilah “ Ghorror ” bahkan dalam sebuah 

hadist Rasulullah SAW menyebutnya dengan istilah “ Ghosysy ” hal ini 

dikemukakan dalam kitab “Shubulussalam” Juz III  kitabul Buyu‘ ” yang 

menerangkan bahwa ketika Rasulullah menginspeksi ke pasar di Madinah, beliau 

mendapatkan pedagang korma yang mencampuradukkan dagangannya yang 

kering dan yang basah dengan menyimpan yang basah dibawah dan yang kering 

diatas (untuk memperberat timbangan dan mengelabui konsumen), maka begitu 

hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda dengan 

mengancam: 

 من اغـتـسـل فـقـد غـش ومن غـش فـلـيـس مـني
Artinya : Barangsiapa yang membasahi (kurmanya supaya lebih berat) 

maka sesungguhnya dia telah tidak transparan (menipu) dan 

barang siapa yang tidak transparan (menipu dalam transaksi) 

maka tidaklah dia masuk golonganku (bukan muslim); (ash-

shon’any, subulussalam, TT, Dahlan, Bandung, Jilid III, hal 29)   
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 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “ tipu muslihat ” yang terdapat 

dalam pasal 70 huruf C Undang-undang No. 30 Tahun 1999, bisa juga 

berkonotasi perdata, bahkan syari’ah, yang tentunya baik proses maupun 

akibatnya,  harus melalui proses dan berakibat  perdata pula, oleh karenanya 

klausula yang terdapat dalam penjelasan pasal 70 Undang-undang itu yang 

menyebutkan bahwa “ alasan-alasan permohonan pembatalan disebut dalam 

pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan …” maka menurut 

Majelis Hakim putusan Pengadilan disini adalah pengadilan yang memeriksa 

perkara itu yakni dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.  

 

         Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 

792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 1 Nopember 2009 dan perubahannya tanggal 27 

Nopember 2009, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menunjuk Majelis 

Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim 

berwenang untuk memeriksa dan memutus persolan tipu muslihat ini, sehingga 

sebelum mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan 

membuktikan dan memutus mengenai ada atau tidak adanya “ tipu muslihat “ 

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan permohonan 

pembatalan putusan BASYARNAS ini oleh Pemohon adalah antara lain                

“  Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan  sengketa “, maka dalam kontek ini mau tidak mau  

Majelis Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan putusan 

BASYARNAS No.16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 

2009 dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara. 

 

 Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa selain 

perkataan “ tipu muslihat “ secara yuridis harus dimaknai tidak dalam arti picik, 

juga untuk lebih jelasnya secara etimologis kosa kata “ tipu muslihat ” itu harus 

didepinisikan sedemikian rupa. 

 

 Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosa kata           

“ tipu muslihat “  berasal dari kata “ tipu “ , yang artinya adalah perbuatan 

atau perkataan tidak jujur, (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk 
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menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, padanannya adalah kata 

tipu daya, yang artinya adalah terutama, kecurangan yang merugikan orang lain. 

Kemudian berkembang menjadi kata tipu muslihat yang dalam peperangan 

diartikan siasat/strategi untuk memenangkan perang (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi II tahun 2005); 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka “ tipu 

muslihat “ bisa didepinisikan sebagai,  perbuatan atau perkataan yang tidak 

jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan 

mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain ;- 

 

 Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian “ tipu muslihat “ tersebut 

dalam kontek perkara ini  perlu pertimbangan apakah dalam Putusan 

BASYARNAS No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, ada perbuatan “ tipu 

muslihat “ atau tidak. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ;- 

 

 Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 Pemohon dengan Termohon II telah 

saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang tertuang dalam akad 

pembiayaan Al Murabahan No. 53/2005  tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat 

dihadapan Notaris EFRAN YUNIARTO, SH di Jakarta. 

  

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon II telah memenuhi syarat 

baik secara subjektif maupun secara objektif untuk melakukan perbuatan hukum 

berupa perjanjian terlebih dihadapan Notaris yaitu EFRAN YUNIARTO,SH 

sehingga keluar “Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 

2005 “ maka Majelis Hakim harus menganggap bahwa apa yang diperbuat oleh 

Pemohon dengan Termohon II adalah sah secara hukum karena mereka 

melakukannya sama-sama ridho, sehingga  “ akad Al-Murabahah No. 53/2005 

sebagai produk perbuatan hukum dihadapan Notaris adalah sah sebagai 

akta notariel kecuali dapat dibuktikan sebaliknya “ ;- 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena akad Al-Murabahah No. 53/2005 tersebut 

telah dianggap sah secara hukum maka nasabah yaitu Iwan setiawan alias Iwan 

Soetiawan, dahulu bernama So (Souw) Wie See dan Indra Cahya, bertindak 

untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.ATRIUMASTA SAKTI sebagai 

Direktur & Wakil Direktur, dan pihak Bank yaitu Intan Pribadi sebagai Kepala 
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Divisi pembiayaan Korporasi Dua (II) Perseroan Terbatas PT. Bank Syari’ah 

Mandiri, yang terlibat dalam akad Al-Murabahah itu dituntut harus melaksanakan 

prestasi dan kontra prestasi sebagaimana isi dari pada akad itu, dimana pihak 

perbankan berkewajiban untuk menyediakan pasilitas pembiayaan Al-Murabahah 

sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) untuk digunakan 

pembelian bahan material dan jasa guna pembangunan proyek Rukan Soho 

Carbela Square , sedangkan nasabah sebagai pihak berhutang berkewajiban 

untuk membayar utangnya sekaligus dengan margin sebagai Ceiling Price yang 

sesuai perjanjian mereka. 

 

 Menimbang, bahwa penarikan pembiayaan sesuai ketentuan pasal 3 akad 

Al-Murabahah, dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses penyelesaian 

proyek yaitu kesemuanya setelah nasabah memenuhi persyaratan, antara lain 

sebagai berikut: 

Pasal 3 ayat (4)  Nasabah telah menyetor dana untuk pembayaran biaya 

administrasi, notaris, dan biaya-biaya lainnya yang 

berkaitan dengan pasilitas pembiayan yang diberikan .    

Pasal 3 ayat (10) Nasabah telah menunjukkan seluruh dokumen asli serta 

foto copynya yang berhubungan dengan perizinan 

pembangunan Rukan Soho Carbela Square. 

Pasal 3 ayat (23) Nasabah telah menyetor Self Financing secara bertahap 

sejumlah porsi Nasabah yang sesuai dengan Cash How 

yang telah dibuat oleh Bank, yaitu sebesar Rp. 

11.804.848.915 (sebelas milyar delapan ratus empat juta 

delapan ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus 

lima belas rupiah). 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon II sebagai 

pihak Bank & Nasabah sudah saling berjanji sebagaimana akad Al-Murabahah 

No. 53/2005 tersebut diatas maka mereka berkewajiban untuk menunaikan janji-

janji mereka tersebut. Sebab perjanjian yang dibuat oleh mereka berlaku sebagai 

aturan yang mengikat kepada mereka yang membuatnya sehingga hal itu tidak 

bisa dilanggar oleh kedua belah (Vacta Sunservanda) secara syar’I hal ini 

dipertegas oleh Rasulullah SAW. 
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 )رواه الترمذي ( المسلمـون عـلى شـروطهـم إلا شــرطا حــّـرم حلا لا أو أحـــلّ حــــــراما 
 

Artinya :  Syarat-syarat (perjanjian) yang dibuat oleh sesama muslim adalah 

mengikat mereka, kecuali mereka membuat syarat/perjanjian yang 

menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu 

yang halal ( HR. Tirmidzi). (Ashshon’ani/Au Bakar Muhammad 

(Terjemahan), Subulussalam, Juz III, Al-Ikhlas, Surabaya 1995: 

207/208)  ;- 

 

 Menimbang, bahwa ternyata terdapat fakta bahwa pihak-pihak telah tidak 

melaksanakan prestasi sebagai kewajibannya sesuai kesepakatan mereka 

sebagaimana tertuang dalam akad Al-Murabahah No.53/2005 itu;- 

 

Menimbang, bahwa selintas, sesuai bukti P-1 yang bermaterai cukup tetapi 

tidak dileges, namun hal itu dikuatkan dengan bukti yang sama yang diajukan 

Termohon II, yaitu bukti T.II.1, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah 

terlebih dahulu melanggar kesepakatan itu karena tidak melaksanakan prestasi 

berupa pencairan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya disaat Termohon II 

memerlukan pembiayaan itu untuk melanjutkan konstruksi gedung Rukan yang 

digarap Termohon II (Nasabah), dan Majelis Hakim semula memberikan penilaian 

yang sama seperti majelis BASYARNAS (Termohon I) bahwa Pemohon telah 

berbuat zholim kepada Termohon II bahkan sebagai khianat; namun ternyata 

setelah dicermati lebih jauh dengan melakukan penelaahan terhadap bukti P-1 

dan bukti T.II.1 dihubungkan dengan bukti P-3 terdapat fakta lain bahwa 

Pemohon tidak melaksanakan prestasi lanjutan sebagai implementasi dari akad 

Al-Murobahah No. 53/2005 itu dikarenakan Termohon II sebagai Nasabah tidak 

melaksanakan kontra prestasi sebagaimana disyaratkan di pasal 3 ayat (4), ayat 

(10) dan ayat (23) akad Al-Murobahah itu ;- 

 

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengenyampingkan syarat-

syarat lainnya yang harus dipenuhi Termohon II sebagaimana akad Al-

Murobahah, Majelis Hakim menilai bahwa IMB merupakan dokumen yang sangat 

penting dan strategis untuk sebuah bangunan di pusat kota, terlebih untuk sebuah 

Rukan seperti Rukan Soho Carbela Square yang didirikan dipusat ibu kota 

Jakarta, sebab jika hal ini menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bisa 

saja karena ketiadaan IMB pihak Pemkot/Pemprop membongkar bangunan 
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tersebut karena dianggap liar, sehingga berakibat kerugian di pihak perbankan, 

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen IMB sebagai sebuah 

persyaratan itu sangat prinsip dan tidak bisa dianggap sepele apalagi hal ini 

termasuk dalam perjanjian pokok yang termuat dalam akad Al-Murobahah pasal 3 

ayat (10) yang diperkuat surat pernyataan Termohon II tanggal 2 Maret 2005 (P-

4) ;- 

Menimbang, bahwa persyaratan yang diwajibkan berupa IMB tersebut 

rupanya tidak secara palid dan cermat   dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase 

(Termohon I) sebab ketika mempertimbangkan bukti pada pertimbangan 

hukumnya di point huruf K tentang bukti-bukti, Termohon I menganggap bahwa 

IMB merupakan syarat susulan ;- 

 

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya pertimbangan Majelis Arbitrase 

mengenai IMB ini dapat dikemukakan pertimbangannya pada huruf K angka 

22,23,24,25 dan 27, yang lengkapnya adalah sbb :  

22. Sehubungan dengan pencairan pertama senilai Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar 

dua ratus juta rupiah) (Bukti surat P-19E) No. 7/031/SP/DPK2 tanggal 2 Maret 

2005 Perihal: Persetujuan Pencairan Pembiayaan, surat mana tidak 

ditandatangani Termohon, akan tetapi telah disetujui Pemohon, timbul pertanyaan 

mengapa Bank tidak sejak semula mensyaratkan dalam akad no. 53 

adanya 1MB, namun persyaratan tersebut baru muncul ketika akan dilakukan 

pencairan kedua; Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Bank sendiri, 

berarti Bank telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat 

pencairan ~ pertama dan baru melaksanakan prinsip kehati-hatian itu pada 

pencairan kedua; 

23. Benar oleh Pemohon telah dibuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Maret 

2005 yakni setelah pencairan biaya pertama tanggal 02 Maret 2005 dimana 

Pemohon dituntut membuat surat penyataan, tetapi tidak ditandatangani 

Pemohon dengan alasan bahwa perlengkapan dokumen perijinan 

Pembangunan Rukan Soho Carbella Square dianggap berlebihan (P-17, P-18A) 

dan (P-18B); Majelis Arbiter berpendapat bahwa Surat Pernyataan yang dibuat 

setelah akad al-Murabahah ditandatangani bertcntangan dengan Prinsip Syariah; 

24. Dengan permintaan Termohon kepada Pemohon untuk membuat surat 

pernyataan tersebut diajukan oleh Termohon setelah akad al-Murabahah 

ditandatangani, Majelis Arbiter berpendapat bahwa Termohon telah berlaku 
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sewenang-wenang terhadap Pemohon di samping berdasarkan sifat akad al-

Murabahah persyaratan yang ditambahkan setelah akad al-Murabahah 

ditandatangani adalah dilarang (haram) karena itu tidak berlaku; 

25. Sehubungan dengan sikap Termohon yang demikian itu terhadap Pemohon, 

maka benarlah pendapat Pemohon bahwa Termohon telah bertindak yang 

bersifat penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden); 

27. Dari pernyataan kesanggupan tanpa syarat tersebut bagaimana mungkin 

Pemohon dapat memenuhi janji tanpa syarat, bila dalam kenyataan fasilitas 

pembiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagai akibat Termohon 

menunda pencairan pembiayaan susulan dengan alasan karena Pemohon 

tidak dapat menyerahkan 1MB d.1.1. sebagaimana dipersyaratkan oleh 

Termohon belakangan setelah Akad No,53 ditandatangani sebagaimana 

dikemukakan di atas; Berkenaan dengan itu, Majelis Arbiter berpendapat 

bahwa Termohon telah bertindak zalim terhadap Pemohon yang sangat dilarang 

dalam Islam; 

 

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Arbitrasi 

mengulang, paling tidak tiga kali, mengemukakan kata-kata bahwa IMB 

merupakan persyaratan yang yang ditambahkan atau dipersyaratkan belakangan 

setelah Akad No. 53/2005 ditandatangani, untuk jelasnya hal ini dapat dilihat dan 

dikemukakan pertimbangn tersebut pada hurup K sebagai berikut: 

- 22. .....mengapa bank tidak sejak semula mensyaratkan dalam akad 

No.53/2005 adanya IMB..... ;- 

- 23. .....perlengkapan dokumen perizinan pembangunan rukansoho 

carbilla square dianggap berlebihan...;- 

- 24. .....persyaratan yang ditambahkan setelah akad al murabahah 

ditandatangani risalah dilarang (haram)...;- 

- 27. .....Pemohon tidak dapat menyerahkan IMB dll sebagaimana 

dipersyaratkan oleh Termohon I belakangan setelah akad No 

53/2005 ditandatangani...  ;- 

 

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan IMB telah nyata terdapat 

dalam materi pokok akad Al-Murobahah No. 53/2005 yaitu pasal 3 ayat 10 yang 

bukan persyaratan susulan sebagaimana anggapan Majelis Arbitrase, walaupun 

harus diakui memang benar ada pernyataan dari Termohon II pada tanggal 2 
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Maret 2005 untuk mempertegas persyaratan yang ada dalam akad Al-Murobahah 

mengenai IMB itu, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Majelis Arbritrase 

( Termohon I )  telah luput mencermati persyaratan yang terdapat dalam akad al-

murabahah  pasal 3 ayat 10 sebagai kontra prestasi yang semestinya wajib 

dipenuhi oleh Termohon II.  

 

 Menimbang, bahwa  bahwa oleh karena Termohon II telah tidak memenuhi 

perjanjian  sebagaimana yang disyaratkan dalam akad al-murabahah No.53/2005,  

maka menurut pendapat Majelis Hakim  sudah sewajarnya apabila Pemohon 

tidak mencairkan pembiayaan pada tahap kedua kepada Termohon II, hal ini  

sebagai konsekwensi atas kelalaian Termohon II memnuhi kontra prestasi yang 

menjadi kewajibannya ;- 

 

 Menimbang, bahwa fakta lain yang menjadi catatan Majelis Hakim adalah 

pengurusan IMB oleh Termohon II dengan biaya diatas 3 Milyar melalui jasa  

konsultan/kontraktor H.Jayadi Kusumah, SH yang  memakan waktu bertahun-

tahun namun tidak kunjung selesai,  padahal sebelumnya dijanjikan dalam 

hitungan bulan IMB tersebut selesai, akan  tetapi hal ini oleh Termohon I  tidak 

dipertimbangkan sama sekali dengan dalih bahwa IMB merupakan perjanjian 

tambahan,  dan persyaratan yang ditambahkan setelah akd  al-murbahah 

ditandatangani, menurut Termohon ,I adalah dilarang ( haram ) sehingga 

Pemohon dianggap telah bertindak yang bersifat penyalahgunaan keadaan           

(misbruik van omstandigheden) ;- 

 

 Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim suatu perjanjian 

yang  ditambahkan dari perjanjian pokok selama disepakati oleh para pihak 

adalah dibenarkan secara syar’i kecuali  memperjanjikan yang halal menjadi 

haram atau sebaliknya, terlebih lagi terhadap akad No.53/2005  terjembatani 

dengan pasal addendum yang ada di pasal 18 penutup, dan terhadap hal itu 

majelis hakim menganggap bukanlah penambahan akan tetapi sebagai 

penegasan terhadap sesuatu yang telah ada dan telah diperjanjikan sebelumnya; 

 

  Menimbang, bahwa selain  fakta tersebut diatas, Termohon II ternyata 

telah mengabaikan persyaratan lainnya, yaitu yang terdapat di pasal 3 ayat (4) 

dan pasal 3 ayat (23) akta al-murabahah No.53/2005  yaitu tidak membayar biaya 
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notaries dan tidak menyerahkan self financing, dimana hal inipun luput di 

pertimbangkan Termohon I dalam putusannya ;- 

 

 Menimbang, bahwa bukti bantahan T. II  terutama T.II.1 berupa  fotokopi 

Putusan Arbritrase bukalnah kontra bukti yang  melemahkan fakta , sedangkan 

bukti T.II.2 dan bhukti T.II.3 tidak pula mampu mengkanter bukti, dalil-dalil dan 

alasan Pemohon ;- 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan 

dengan bukti persangkaan hakim, maka telah ternyata bahwa Termohon II telah 

melakukan perbuatan yang  mengindikasikan ketidakjujuran dalam bertransaksi ;- 

 

 Menimbang, bahwa indikator-indikator ketidakjujuran dari Termohon II 

dalam bertransaksi dapat dilihat dan simpulkan dari hal-hal sebagai berikut : 

 Termohon II telah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam 

akta al-murabahah No.53/2005 pasal 3 ayat (10) yakni berupa IMB yang 

merupakan dokumen penting, yang dijanjikan sebelumnya selesai dalam 

hitungan bulan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang belum juga 

diselesaikan ;- 

 Termohon II telah ternyata  mengabaikan persyaratan pasal 3 ayat (4) dan 

pasal 3 ayat ( 23 ) akta al-murabahah, yaitu berupa pembayaran biaya 

notaries dan tidak menyerahkan self financing. 

 Termohon II  tidak beriktikad baik untuk  menetralisir kegundahan Pemohon 

mengenai syarat-syarat  yang diajnjikan itu terutama yang berkaitan dengan 

IMB dengan mencoba  menghadirkan pelaksana jasa kontraktor H. Jayadi 

Kusumah, SH untuk hadir sebagai saksi dipersidangan BASYARNAS  dalam 

upaya konfirmasi dan klarifikasi dari yang bersangkutan ;- 

 Bahwa ternyata terhadap apa yang telah disimpulkan diatas oleh Termohon I 

sebagai Majelis Arbritrase tidak dipertimbangkan. 

 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II  telah melakukan  perbuatan 

tidak jujur, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa  perbuatan tidak jujur  

yang dilakukan oleh Termohon II patut dikategorikan sebagai perbuatan  “ tipu 

muslihat “ , sebagaimana didefisikan dalam pertimbangan sebelumnya ;- 
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 Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Termohon II dikategorikan 

sebagai perbuatan tipu muslihat, maka dalam kontek ini Majelis Hakim 

berkeyakinan bahwa Putusan Termohon I sebagai Majelis Arbritrase diambil dari 

hasli tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II ;- 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas  tanpa mempertimbangkan bukti lain yang diajukan Pemohon dan 

Termohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil 

membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh 

karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 70 huruf c, Permohonan Pemohon  

harus dikabulkan ;- 

 

 Menimbang, bahwa karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 

dalam putusan ini lebih mengarah kepada pembatalan karena putusan arbritrase 

diduga mengandung unsur-unsur antara lain putusan diambil dari hasil tipu 

muslihat dan tidak mengarah kemana-mana termasuk kepada isi amar putusan 

BASYARNAS, oleh karenanya petitum No. 2 agar Majelis Hakim menyatakan 

cacat karena dalam putusan BASYARNAS isi  amarnya saling bertentangan satu 

sama lain harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;- 

 

 Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3 oleh karena telah terbukti T. II 

telah melakukan perbuatan “  tipu muslihat “, maka permohonan Pemohon  

agar Majelis Hakim membatalkan putusan BASYARNAS No.16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak  yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009 

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat  sesuai 

akta pendaftaran No.01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009, 

adalah dapat dikabulkan ;- 

 

 Menimbang, bahwa oleh karena putusan BASYARNAS akan dibatalkan, 

maka sebagai akibat  pembatalan  putusan tersebut harus dinyatakan  bahwa 

putusan tersebut tidak berkekuatan hukum, sehingga oleh karenanya dengan 

mempertimbangkan petitum  subsider Majelis Hakim perlu menambahkan diktum 

dalam putusan ini bahwa putusan BASYARNAS tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 
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 Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II sebagai 

pihak yang kalah dalam perkara ini seharusnya  sesuai pasal 181 HIR keduanya 

harus dihukum untuk membayar biaya perkara,  akan tetapi sesuai ketentuan 

pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bahwa kepada Termohon I sebagai 

arbrirter harus dibebaskan dari tanggung jawab hukum, sehingga dengan 

demikian biaya perkara ini harus dibebankan sepenuhnya kepada Termohon II;- 

 

 Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini 

dinyatakan dikesampingkan;- 

 

 Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil 

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 
 

DALAM EKSEPSI:- 
 

 Menolak eksepsi Termohon I dan T ermohon II  seluruhnya ;- 

 

DALAM POKOK PERKARA:- 
 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;- 

2. Membatalkan Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 

2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diputuskan pada tanggal 16 September 

2009  dan yang  telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakatrta 

Pusat sesuai akta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 

Oktober 2009 ;- 

3. Menyatakan Putusan  BASYARNAS No. 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak 

tanggal 16 September 2009 tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan 

hukum;- 

4. Membebankan biaya  perkara kepada Termohon II yang hingga kini 

diperhitungkan sebesar Rp. 306.000,- ( tiga ratus enam ribu rupiah ) ;- 

 

 Demikian diputuskan  dalam permusyarawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 

Masehi bertepatan dengan tanggal  22 Dzulhijjah 1430, yang terdiri dari Drs. H. 



Hal. 76 dari 76 hal.Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP 
 

 
 

Masrum, MH. sebagai  Ketua Majelis dan Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH, MH, 
Drs. H. Ujang Soleh, SH, Drs. Yusran, MH dan Drs. Subuki, MH masing-

masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim 

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan di bantu oleh  Drs. Ach. Jufri, 
SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh  Kuasa Hukum Pemohon,  Kuasa Hukum 

Termohon I dan Kuasa Hukum Termohon II; 

 

Hakim Anggota,                                                             Ketua Majelis   

       Ttd.                                                   Ttd. 

Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH, MH,    Drs. H. Masrum, MH. 

      Ttd. 

Drs. H. Ujang Soleh, SH, 

     Ttd. 

Drs. Yusran, MH  

    Ttd. 

Drs. Subuki, MH       Panitera 

 

           Ttd. 

                                                                                        Drs. Ach. Jufri, SH 
Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran  : Rp.   30.000,- 

2. Biaya Panggilan   : Rp. 265.000,- 

3. Biaya Redaksi   : Rp.     5.000,- 

4. Materai    : Rp.     6.000,- + 

   Jumlah    : Rp. 306.000,- 

( tiga ratus enam  ribu rupiah ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


